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ABSTRAKSI 
Arianty yamin, E 111 08 252 dengan judul, “Konflik Kepentingan 
antar Fraksi di DPRD dalam Seleksi Pengisian Jabatan pada 
Perusahaan Daerah Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru” di 
bawah bimbingan Prof. Dr. Armin, M.Si sebagai pembimbing I dan 
Ariana Yunus, S.Ip, M.Si sebagai pembimbing II 
Lembaga legislatif atau DPRD pada suatu daerah Kabupaten 
memiliki peran yang sangat besar untuk memajukan daerahnya, sebab 
DPRD memiliki fungsi penting yaitu dibidang pembuatan peraturan daerah 
atau perda, budgeting, dan dibidang pengawasan atau control termasuk 
ketika DPRD kabupaten Barru diberikan wewenang untuk memilih calon 
pengisi jabatan pada sebuah perusahaan daerah pelabuhan garongkong 
melalui fit and proper tes yang diadakan di kantor DPRD Kabupaten Barru. 
Dalam proses fit and proper tes inilah anggota DPRD Kabupaten Barru 
yang terhimpun dalam beberapa fraksi memiliki peran yang sangat 
penting. Oleh karena itu penulis memfokuskan untuk melihat bagaimana 
konflik kepentingan yang terjadi antar fraksi di DPRD dalam seleksi 
pengisian jabatan pada perusahaan daerah pelabuhan garongkong 
Kabupaten Barru. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa 
bentuk konflik kepentingan yang terjadi di DPRD dalam pengisian jabatan 
di Perusahaan Daerah Pelabuhan Kabupaten Barru, serta untuk 
mengetahui kompromi politik yang diambil oleh anggota legislatif. 
Teori yang digunakan adalah teori konflik kepentingan, konsep 
kompromi, konsep DPRD, dan teori koalisi. Penelitian ini juga didasarkan 
pada penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Data primer 
dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan dengan informan. Data 
sekunder dikumpulkan melalui literatur-literatur dan artikel yang relevan 
dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan itu ada 
dalam proses fit and proper tes yang dilakukan oleh fraksi di DPRD pada 
pengisian jabatan pada perusahaan daerah tersebut, konflik itu berupa 
perbedaan argumen dan perbedaan kepentingan dalam memberikan nilai 
dan dukungan kepada calon pengisi jabatan. Konflik ini dikenal dengan 
konflik permukaan. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
dalam proses fit and proper tes ini terjadi kompromi politik antar fraksi di 
DPRD, kompromi politik itu berupa taktis pragmatis dan lobi politik antar 
fraksi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sistem demokrasi pada prinsipnya terletak pada implementasi 
kedaulatan rakyat, dimana rakyat memegang kedaulatan sepenuhnya. 
Melalui pemilu, rakyat berdaulat dan berkuasa untuk menentukan bakal 
pemimpin masa depan, yang nantinya akan mewakili rakyat dalam 
menduduki sebuah jabatan dalam suatu lembaga-lembaga kenegaraan 
seperti badan eksekutif, dan badan legislatif. Selain itu, demokrasi juga 
ditandai dengan berjalannya otonomi daerah yang sangat diharapkan 
mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.1 
Desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah bertujuan untuk 
mengelola maupun mengatur pemerintahan didaerahnya masing-masing. 
Di samping itu, masyarakat setempat juga di harapkan berperan aktif 
dalam pengelolaan potensi daerahnya. Peran aktif masyarakat setempat 
sangat berpengaruh sekali terhadap laju perkembangan daerah dan juga 
jalannya pemerintahan di daerah tersebut. Seperti yang tertuang dalam 
UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wahana untuk melaksanakan 
demokrasi berdasarkan Pancasila, yang secara artifisial dalam era 
reformasi ini telah mengalami pergeseran, baik dalam peran maupun 
                                                          
1
 Strong, Modern Political constitucions. Hal. 13 
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fungsi eksekutif cukup dominan bahkan fungsi legeslatif pun diperankan 
oleh eksekutif. Seperti ditegaskan oleh Miriam Budiarjo: “telah menjadi 
gejala umum bahwa titik berat dibidang legislatif telah bergeser ketangan 
eksekutif”.2 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang 
mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Dalam 
menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa 
memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan 
masyarakat. Hal itu dapat dilihat, dari kebijakan yang telah ditetapkan 
DPRD bersama pemerintah daerah banyak yang kurang berpihak pada 
kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi 
masyarakat. 
Tanggapan-tanggapan pesimis yang sebelumnya mengarah kepada 
institusi lembaga perwakilan ini kini menjadi pembahasan yang cukup 
menarik. Pergeseran akan peran dan fungsi lembaga legislatif di era 
otonomi daerah ini di tandai dengan penegasan akan peran tugas dan 
wewenang DPRD. Susunan keanggotaan DPRD terdiri dari anggota Partai 
Politik. Pengisian keanggotaan dilakukan melalui pemilihan umum. 
Anggota DPRD itu mewakili rakyat di wilayahnya, oleh karena itu fungsi 
utama DPRD adalah sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi 
rakyat. DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan tugas 
                                                          
2
 Miriam Budiardjo, dasar-dasar ilmu politik(jakarta:Gramedia pustaka utama,1994 ),hal 294 
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wewenang pemerintah di bidang legislatif, yaitu menetapkan tugas dan 
politik Pemerintah Daerah, dalam arti menentukan garis-garis politik 
mengenai pengaturan dan pengurusan umum rumah tangga Daerah. 3 
Salah satu tugas pokok DPRD adalah bersama-sarna Kepala 
Daerah menjalankan wewenang Pemerintah Daerah di bidang legislatif. 
Dalam menjalankan tugas pokoknya itu, Dewan berkewajiban 
mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan UUD 
1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Fungsi DPRD pada dasarnya ada tiga, yakni fungsi di bidang 
perundang-undangan (membuat Peraturan Daerah), budgeting (anggaran) 
dan di bidang pengawasan (control). Untuk dapat melaksanakan fungsi-
fungsinya tersebut DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu hak anggaran, 
hak mengajukan, hak bertanya bagi masing-masing anggota, hak meminta 
keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pernyataan 
pendapat, hak prakarsa (inisiatif) dan hak penyelidikan (angket), Cara 
pelaksanaan hak-hak sebagaimana yang tersebut di atas kecuali hak 
penyelidikan, diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan 
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan 
pelaksanaan hak penyelidikan diatur secara khusus dalam Undang-
Undang. 
                                                          
3
 Yan Salam Wahab,”Peranan DPRD Dalam Perencanaan Pemerintah Daerah”dalam situs 
www.media global opini publik.go.id 
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DPRD berfungsi sebagai lembaga yang bertindak mengawasi 
kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Daerah, akan tetapi DPRD itu 
sendiri juga diawasi oleh Kepala Daerah. Hal itu dikarenakan Kepala 
Daerah oleh karena jabatannya adalah juga sebagai Kepala Wilayah, 
yang merupakan alat Pemerintah Pusat di Daerah. Dengan demikian 
antara Kepala Daerah dan DPRD mempunyai hak untuk saling 
mengawasi. Di samping mempunyai hak untuk saling mengawasi 
pelaksanaan tugas masing-masing, diantara Kepala Daerah dengan 
DPRD juga dituntut adanya kerja sama yang baik, khususnya dalam 
pelaksanaan fungsi legislatif (perundang-undangan) DPRD. Dengan 
demikian kerja sama yang baik merupakan unsur yang vital agar dapat 
menghasilkan Peraturan Daerah yang berbobot, itulah sebabnya sebelum 
suatu pembangunan itu diadakan terlebih dahulu pemerintah daerah 
membuat dan mengeluarkan peraturan daerah, agar nantinya 
pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan apa 
yang diharapkan. Begitupun yang terjadi di kabupaten barru, Beberapa 
waktu yang lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Barru berencana 
membangun sebuah perusahaan daerah pelabuhan garongkong di 
kabupaten tersebut, karena menurut pemerintah daerah, lokasi tersebut 
memiliki kelebihan-kelebihan untuk dibangunnya sebuah peusahaan 
pelabuhan melihat daerah tersebut sangat strategis dan memiliki prospek 
yang cerah karena sudah tersedia fasilitas pelabuhan feri dan pelabuhan 
curah. Namun sebelum dibangunnya perusahaan pelabuhan ini, 
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pemerintah daerah kabupaten barru mengeluarkan peraturan daerah 
nomor 4 tahun 2009 tentang rencana tekhnis kawasan khusus pelabuhan 
garongkong tersebut. Adapun tujuan dibangunnya perusahaan daerah 
pelabuhan tersebut menurut peraturan daerah nomor 4 tahun 2009 adalah 
untuk Membangun dan meningkatkan peran kekinian kawasan dalam 
pengembangan kawasan kepelabuhanan menuju Gerbang Kawasan 
Emas Kabupaten Barru, sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi 
Sulawesi Selatan yang berbasis ekosistem, selain itu juga tujuan 
utamanya adalah mewujudkan kawasan jasa kepelabuhanan yang 
lengkap terpadu dengan standar internasional, meningkatkan kualitas 
ruang dari kondisi eksisting kawasan yang ada melalui peremajaan, 
penataan kembali, dan merevitalisasi kawasan dalam rangka mendukung 
fungsi utama Kawasan Khusus Pelabuhan Garongkong sebagai pusat 
jasa kepelabuhanan, mengembangkan pemanfaatan pertumbuhan karang 
alami dalam kawasan secara maksimal sebagai landasan dasar 
pembangunan dan pengembangan Kawasan Khusus Pelabuhan 
Garongkong, mendorong terwujudnya dinamisasi Kawasan Ekonomi 
Khusus Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. 
Tahun 2011 peraturan daerah kabupaten barru tentang 
pembentukan peraturan daerah pelabuhan garongkong disahkan. Adapun 
tindak lanjut dari peraturan daerah tersebut adalah pengisian jabatan pada 
perusahaan daerah pelabuhan, dimana pencarian jabatan ini anggota 
DPRD yang tediri dari 25 anggota yang masing-masing anggotanya 
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berasal dari beberapa fraksi yaitu Fraksi demokrat yang terdiri dari Partai 
Demokrat, Fraksi Golkar yang terdiri dari partai Golkar, dan Fraksi Mandiri 
yang terdiri dari beberapa Partai di antaranya Partai Hanura, PDI P, PKS, 
PPI, PAN, PBR,dan PBB, diberikan wewenang penuh untuk mencari dan 
menyeleksi para elit-elit yang dianggap berkompeten dan profesional 
untuk mengisi jabatan tersebut, seperti yang tercantum pada Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Kepelabuhan 
dan Pelayaran Barru yang memberi wewenang DPRD. 
DPRD kabupaten barru mengadakan seleksi melalui mekanisme-
mekanisme “fit and proper tes” di kantor DPRD yang dilaksanakan pada 
februari 2012. Tetapi sebelum diadakannya fit and proper tes dari DPRD, 
ada beberapa persyaratan dan tata tertib yang diberlakukan untuk para 
calon pengisi jabatan pada perusahaan pelabuhan di kabupaten barru 
yaitu syarat administrasi. Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi 
harus memenuhi persyaratan-persyaratan,adapun persyaratannya adalah 
menurut Pasal 12 PERDA Nomor 1 Tahun 2010, Diutamakan mempunyai 
pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (Strata 1), Sehat Jasmani dan 
Rohani, Mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun 
dibidang kewirausahaan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) 
dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik, Membuat dan 
menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan di dalam 
Sidang Paripurna Dewan yang hasilnya akan disampaikan untuk menjadi 
masukan kepada Bupati, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 
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pidana yang merugikan keuangan Daerah atau Keuangan Negara, tidak 
terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota 
Direksi atau dengan Anggota Pengawas lainnya sampai derajat ketiga 
baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. 
Sedangkan tata tertib yang diberikan untuk calon direksi misalnya Calon 
Direksi membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi 
Perusahaan di dalam Sidang Paripurna DPRD Kab. Barru, adapun 
Visi, misi dan strategi perusahaan sekurang-kurangnya memuat, Visi, misi 
dan strategi Pengembangan organisasi atau perusahaan, pengembangan 
sumber daya manusia, pengelolaan keuangan perusahaan, kerjasama 
dengan pihak ketiga, pengawasan kinerja perusahaan, potensi kontribusi 
perusahaan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), pemaparan Proposal 
Calon Direksi dipimpin oleh salah satu Pimpinan DPRD, pemaparan 
Proposal dilaksanakan secara berurutan kepada semua Calon Direksi. 
Urutan Pemaparan Proposal berdasarkan nomor urut yang ditentukan 
melalui pencabutan nomor undian, tahap Pertama, pencabutan nomor 
undian untuk mencabut nomor urut, tahap Kedua, pencabutan nomor urut 
pemaparan visi misi, dan setiap peserta diberi kesempatan untuk 
memaparkan visi, misi dan strategi perusahaan paling lama 15 menit 
secara bergantian sesuai nomor urut, kemudian pimpinan Sidang 
memberikan kesempatan kepada anggota DPRD untuk memberi 
 
 
19 
 
tanggapan terhadap Penyampaian visi, misi dan strategi Calon Direksi 
berdasarkan komisi masing-masing paling lama 30 menit.4 
Setelah DPRD mengadakan tes uji kompetensi dan telah 
menemukan beberapa calon yang memenuhi syarat, anggota DPRD 
kemudian mengirimkan rekomendasi kepada Kepala Daerah beserta 
nama-nama calon yang telah lulus tes untuk dipilih oleh Kepala Daerah 
dan ditetapkan sebagai direksi dengan jabatan sesuai pertimbangan dan 
kewenangan Kepala Daerah, karena tugas Kepala daerah disini adalah 
memilih dan menetapkan komposisi direksi yang lulus pemaparan visi, 
misi di DPRD yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan 
Direktur Operasional sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2010. Adapun beberapa unsur-unsur yang dinilai setiap anggota 
DPRD dalam menilai calon direksi yang nantinya akan menjadi bahan 
rekomendasi ke kepala daerah untuk ditetapkan sebagai direksi, yaitu 
Syarat administrasi, Isi dan muatan proposal, visi, misi dan strategi, 
Penguasaan dalam pemaparan  proposal, Sikap dan penampilan, 
Wawasan manajerial kewirausahaan, organisasi dan kepemimpinan, 
Komitmen, integritas dan Kecerdesan intelektual. 
Alat ukur setiap unsur yang dinilai ditetapkan dalam bentuk indikator-
indikator sebagai pedoman masing-masing anggota DPRD dalam 
menetapkan interval penilaian. Akumulasi hasil penilaian setiap anggota 
DPRD akan ditetapkan sebagi hasil penilaian DPRD. Namun dalam tes uji 
                                                          
4
 Syamsul Rijal, “Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2010, tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah Kepelabuhan dan Pelayaran Barru”. Dalam situs 
www.makassar.bpk.go.id 
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kompetensi di hadapan DPRD, yang sekaligus ditetapkannya calon 
pejabat (direktur) oleh DPRD untuk disahkan oleh kepala daerah, ada 
beberapa fenomena yang terjadi dan berkembang, antara lain munculnya 
kepentingan beberapa fraksi yang merefresentasikan atau mengutamakan 
kepentingan partai politik untuk meloloskan calonnya yang menyebabkan 
terjadinya perbedaan pendapat antar fraksi di DPRD, yang dimana 
perbedaan pendapat tersebut mengarah kepada konflik kepentingan, 
sebab fraksi-fraksi di DPRD memiliki kedudukan yang sama untuk 
meloloskan calonnya maisng-masing untuk menduduki jabatan tersebut, 
sehingga dalam proses rekruitmen di DPRD kembali kental dengan 
kepentingan politik, padahal hakikat yang ingin dicapai menurut peraturan 
daerah 2011 adalah untuk mendapatkan pemimpin atau direktur yang 
profesional. 
Berdasarkan pemaparan di atas, dengan munculnya beberapa 
masalah konflik kepentingan antar fraksi, dimana masing-masing fraksi 
yang ada di DPRD kabupaten barru berusaha untuk memperebutkan dan 
meloloskan calonnya agar bisa menduduki jabatan di perusahaan 
tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
“Konflik Kepentingan Antar Fraksi Di DPRD Dalam Seleksi Pengisian 
Jabatan Pada Perusahaan Daerah Pelabuhan Garongkong Kab. 
Barru”. 
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B. Rumusan Masalah 
Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti 
mengenai ”Konflik Kepentingan antar Fraksi di DPRD dalam Seleksi 
Pengisian Jabatan pada Perusahaan  Daerah Pelabuhan Garongkong 
di Kabupaten Barru” maka penulis membatasinya pada persoalan 
sebagai berikut :  
1. Bagaimana bentuk konflik kepentingan di DPRD dalam 
pengisian jabatan di perusahaan daerah Pelabuhan Garongkong 
di Kabupaten Barru? 
2. Bagaimana proses kompromi politik dalam pengisian jabatan di 
Perusahaan Daerah Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian :  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum peneliti 
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konflik kepentingan 
antar fraksi di DPRD dalam pengisian jabatan daerah pada perusahaan 
daerah Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru. Namun secara 
khusus, penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk menggambarkan dan menganalisa bentuk konflik 
kepentingan yang terjadi di DPRD dalam pengisian jabatan di 
Perusahaan Daerah Pelabuhan Kabupaten Barru. 
2. Untuk mengetahui kompromi politik yang diambil oleh anggota 
legislatif dan eksekutif. 
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2.  Manfaat Penelitian  
Manfaat Akademik : 
a.  Menunjukan secara ilmiah mengenai konflik kepentingan antar 
fraksi di DPRD dalam pengisian jabatan daerah pada 
perusahaan daerah Pelabuhan Garongkong di Kabupaten 
Barru. 
b. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu 
politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik 
kontemporer.  
Manfaat Praktis :  
a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat 
dalam memahami realitas ilmu politik. 
b. Memberikan informasi tentang konflik kepentingan antar fraksi 
di DPRD dalam hal pengisian jabatan daerah pada perusahaan 
daerah Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru. 
c. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu 
politik. 
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BAB II 
Tinjauan Pustaka 
Untuk membahas mengenai bagaimana konflik kepentingan antar 
fraksi di DPRD dalam perebutan kursi jabatan pada sebuah perusahaan 
daerah pelabuhan, dengan menjadikan Kabupaten Barru sebagai daerah 
penelitian. Maka dalam bab ini yang akan dibahas ada empat aspek yaitu: 
Konflik Kepentingan, Pendekatan Institusional, Perusahan Daerah, dan 
DPRD. Keempat akan diuraikan lebih  lanjut. 
A. Teori Konflik Kepentingan 
Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling 
memukul. 5  Konflik, dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan 
sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan.6 
Menurut Watkins, konflik terjadi karena terdapat dua pihak yang 
bertikai dan keduanya yang potensial dapat saling menghambat.7 Fisher 
menyatakan konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau 
lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-
tujuan yang tidak sejalan.8 
Sehingga dapat dikatakan konflik adalah pertentangan oleh karena 
terjadi perbedaan antara dua atau lebih baik individu maupun kelompok 
                                                          
5
 http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik diakses 7/03/2012 jam 11.09 Wita 
6
 Hamzah Ahmad, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya:Fajar Mulia,1996), hal.208 
7
 Robby I Chandra, Konflik dalam kehidupan sehari-hari ( Yogyakarta: Kanisius,1992),hal.20 
8
 http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_6_KONFLIK_SOSIAL 
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dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dan berusaha 
menjadi dominan atas pihak lain. Teori-teori konflik menurut para ahli : 
Teori konflik menurut Ralf Dahrendorf 
Menurut Ralf Dahrendorf ada dua macam tataran konflik. Yang 
petama adalah konflik laten, dimana pertentangan untuk memenuhi 
kebutuhan tidak terwujud dalam konflik terbuka, dan yang kedua adalah 
konflik manifest, yaitu jika konflik yang pertama tadi mewujud kedalam 
pertikaian terbuka9. Dahrendorf juga meihat hubungan yang erat antara 
konflik dengan perubahan : 
“seluruh aktifitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan 
kelompoknya dan masyarakatnya disebabkan terjadinya konflik 
antara kelompok dan kelompok, individu dan individu serta antara 
emosi dan emosi di dalam diri individu”10 
 
Dahrendorf juga berkata bahwa, konflik berfungsi untuk menciptakan 
perubahan dan perkembangan. Dia mengatakan bahwa sekali kelompok-
kelompok yang bertentangan muncul maka mereka akan telibat dalam 
tindakan-tindakan yang mengarah pada perubahan di dalam struktur 
sosial, jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal. Jika 
konflik itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan, maka perubahan struktural 
akan terjadi secara tiba-tiba. 
Dahrendorf menjelaskan bahwa konflik sosial mempunyai sumber 
struktur, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur 
                                                          
9
Ralf Dahrendorf, dalam bukunya Soeryono Soekanto, 1995, sosiologi ; suatu pengantar, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta,hal 111 
  
10
 ibid 
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organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat 
dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada 
namun demikian, dalam interaksi antar masyarakat juga terjadi 
kesepakatan atau kerjasama yang sering disebut dengan konsesus. 
Dahrendorf juga mengatakan bahwa masyarakat bersisi ganda, yakni 
memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama sehingga dalam memperebutkan 
kekuasaan politik, elit dan kelompok elit akan menghadapi dua kondisi, 
yakni konflik dan konsensus. Di satu sisi, elit politik akan menghadapi 
perbedaan, persaingan dan pertentangan dengan elit lainnya, di sisi lain 
juga memungkinkan terjadinya kerjasama atau konsensus di antara elit 
politik. Terjadi tawar menawar antar elit politik yang saling 
menguntungkan, sehingga kebutuhan dan kepentingan setiap elit politik 
terakomodasi. 
Timbulnya konflik kepentingan menurut pandangan Ralf Dahrendorf 
berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-
dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi 
para elit yang mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks 
tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta terdapat posisi lain 
dimana para penghuni menjadi sasaran perintah. 
 Jadi, secara umum ada dua tujuan dasar setiap konflik, yakni 
mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk 
mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang hidup 
bermasyarakat karena manusia memerlukan sumber-sumber tertentu baik 
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yang bersifat materiil-jasmaniah maupun spiritual-rohaniah untuk dapat 
hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Yang ingin diperoleh 
oleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan 
kepentingannya. 
Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama 
ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia 
ingin memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya 
mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi 
sumber-sumber tersebut. Yang ingin dipertahankan bukan hanya harga 
diri, keselamatan hidup, dan keluarganya, tetapi juga wilayah atau daerah 
tempat tinggal, kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki. Tujuan 
memepertahankan diri tidak menjadi monopoli manusia saja karena 
binatang sekalipun memiliki watak untuk berupaya mempertahankan diri. 
Berdasarkan deskripsi di atas, disimpulkan dalam setiap situasi 
konflik selalu akan bertemu berbagai tujuan. Dengan asumsi ini, dibuat 
kategorisasi tujuan konflik sebagai berikut : (1) pihak-pihak yang terlibat 
dalam konflik memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama berupaya 
mendapatkan, (2) di satu pihak, hendak mendapatkan, sedangkan di pihak 
lain, berupaya keras mempertahankan apa yang dimiliki. 
Teori konflik menurut Fisher 
Fisher, dkk menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk 
menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. 
Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan 
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dan kekerasan yang berbeda, tahapan-tahapan ini adalah : (1) Pra-Konfik 
: merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran 
diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi 
dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin 
mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan 
hubungan diantara beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari 
kontak satu sama lain. (2) Konfrontasi : pada saat ini konflik mejadi 
semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, 
mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku 
konfrontatif lainnya. (3) Krisis : ini merupakan puncak konflik ketika 
ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, 
ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak 
terbunuh. Komunitas normal diantara kedua pihak kemungkinan putus 
pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak 
lainnya. (4) Akibat : kedua pihak mungkin setuju bernegoisasi dengan atau 
tanpa perantara. Satu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga 
yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk 
menghentikan pertikaian. (5) Pasca-konflik : akhirnya situasi diselesaikan 
dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan 
berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. 
Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran 
mereka saling bertentangan. 
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Pola konflik menurut Fisher dibagi ke dalam tiga bentuk : (1) Konflik 
laten sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga 
dapat ditangani secara efektif. (2) Konflik manifest atau terbuka adalah 
konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan bebagai 
tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya. 
(3) Konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan 
muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat 
diatasi dengan menggunakan komunikasi. 
Fisher beranggapan bahwa konflik sosial memiliki dampak yang 
bersifat positif dan negatif. Adapun dampak positif dari konflik sosial 
adalah sebagai berikut : (1) Konflik dapat memperjelas berbagai aspek 
kehidupan yang masih belum tuntas. (2) Adanya konflik menimbulkan 
penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat. (3) Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara angota 
kelompok. (4) Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap 
individu atau kelompok. (5) Konflik dapat memunculkan kompromi baru. 
Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik sosial adalah 
sebagai berikut : (1) Konflik dapat menimbulkan keretakan hubungan 
antara individu dan kelompok. (2) Konflik menyebabkan rusaknya 
berbagai harta benda dan jatuhnya korban jiwa. (3) Konflik menyebabkan 
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adanya perubahan kepribadian. (4) Konflik menyebabkan dominasi 
kelompok pemenang11. 
Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang 
sesungguhnya yang ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral 
dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, 
tujuan, dan niat12. Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk 
mendeskripsikan kepentingan. Beberapa kepentingan bersifat universal 
seperti kebutuhan rasa aman, identitas, kebahagiaan, dan beberapa 
harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Beberapa kepentingan lain bersifat 
spesifik bagi pelaku-pelaku tertentu dan beberapa kepentingan bersifat 
lebih penting daripada yang lain. 
Konflik kepentingan dapat dikatakan sebagai suatu oposisi atau 
pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, 
organisasi-organisasi yang disebabkan oleh adanya berbagai macam 
perkembangan dan perubahan, serta menimbulkan perbedaan pendapat, 
konflik kepentingan terjadi oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap 
individu atau kelompok–kelompok dalam masyarakat dalam upaya 
memperoleh otoritas atau kekuasaan yang saling bersinggungan.  
Semua konflik kepentingan seringkali dipandang sebagai pencapaian 
tujuan satu pihak dan merupakan kegagalan pencapaian tujuan pihak lain. 
Hal ini karena seringkali orang memandang tujuannya sendiri secara lebih 
                                                          
11
 Fisher, R. 1964. Fractionating conflict. Dalam R. Fisher, ed. International conflict and 
behavioral science: the craigville papers. New York: Basic Books. 
12
 Raven dan Robin, 1983 
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penting, sehingga meskipun konflik yang ada sebenarnya merupakan 
konflik yang kecil, seolah-olah tampak sebagai konflik yang besar. Konflik 
muncul diakibatkan salah satunya perebutan sumberdaya. 13 Ini terjadi 
karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan 
kebijakan yang dikemukan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya. 
Menurut Wallase dan Alison, teori konflik kepentingan memiliki tiga 
asumsi utama yang saling berhubungan : (a) Manusia memiliki 
kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk 
merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu, (b) Power bukanlah 
sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata sebagai sumber 
konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa 
(coercive). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak 
memperoleh sama sekali, (c) Ideologi dan nilai-nilai dipandangnya sebagai 
senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk 
meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Oleh sebab itu 
pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut: 
(1) perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan, (2) langkanya sumber daya 
seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas dan posisi, 
dan (3) persaingan. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling 
bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika 
                                                          
13
 Pruilt Dean J and Rubin Jefry Z, 2004 : 151 
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persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, 
konflik kepentingan akan muncul.14 
Ada empat hal yang berkaitan dengan konflik kepentingan pada 
kasus tersebut yaitu: (1) Realitas, disini menunjukkan bahwa walaupun 
mereka telah mengajukan surat lamaran dan mengikuti test seleksi, bukan 
berarti mereka punya hak untuk menduduki jabatan yang ditawarkan. 
Mereka mempatkan diri sebagai bagian dari proses yang disiapkan untuk 
memperoleh seseorang yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hak 
adalah semu bila berkaitan dengan adanya pilihan berbagfai 
kemungkinan, (2) Konteks, lebih menekankan pada adanya sebuah 
peluang dalam kompetisi nyata. Berbagai orang dengan latarbelakang 
berbeda melamar sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan keuntungan. 
Memperoleh penghasilan, jaminan hidup dan status sosial yang lebih 
tinggi dari keberadaannya saat sebelum melamar, (3) Tanggungjawab, 
menekankan hal yang lebih luas dari dua hal sebelumnya.Disini seorang 
pelamar bukan berdiri sendiri dengan kepentingannya. Diantara berbagai 
kepentingan, dia dihadapkan pada kenyataan bahwa bukan keuntungan 
dengan mendapatkan penghasilan, jaminan hidup dan status sosial saja 
yang melatarbelakangi tetapi keberadaannya dalam komunitas pekerjaan 
itu sendiri yang harus dikedepankan. Apakah seseorang layak diterima 
apabila kompetensi yang dimilikinya jauh dari ukuran kompetensi yang 
diharapkan bagi seseorang yang akan menduduki pisisi tertentu, (4) 
                                                          
14
 Robbin Stephen P, 1978. Administrative Process : Integrating theory and practice, New Delhi 
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Usaha, lepas dari konflik kepentingan maka keberadaan seseorang dalam 
sebuah kompetensi hanyalah bagian dari sekian banyak proses struktural 
dan persyaratan administratif.15 
B. Konsep Kompromi Politik 
Kompromi dalam dunia politik merupakan hal yang tak terelakkan. 
Bukan saja karena politik berurusan dengan persoalan who gets what, 
when and how yang dikatakan oleh postulasi Harold D. Lasswell, 
melainkan juga karena esensi politik adalah konflik. Konflik berada satu 
garis paralel dengan kompromi, atau seperti dua buah sisi mata uang 
yang sama. Ada konflik mesti ada kompromi, meskipun tidak jarang pula 
ada konflik yang tidak bisa lagi didamaikan. 
Wacana politik mutakhir di negeri ini cenderung menolak kompromi 
sebagai jalan pemecahan masalah kebuntuan politik yang sedang terjadi 
di antara lembaga-lembaga tinggi negara dan para elit politik. Kompromi 
lebih diasosiasikan sebagai bentuk “politik dagang sapi” dimana para aktor 
politik dominan bagi-bagi kursi kekuasaan dengan “menjual” para 
pemilihnya di pemilu lalu. Ini dapat dipahami karena kompromi politik yang 
terjadi selama ini memang tidak lebih dari bagi-bagi kursi kekuasaan. Lagi 
pula prosesnya tidak memiliki rasa pertanggungjawaban kepada rakyat. 
Tidak heran jika kompromi politik menjadi hal yang tidak populer di mata 
rakyat dan lebih dari itu memacetkan mekanisme politik itu sendiri. 
                                                          
15
 Maurice Duverger. 1988. Parpol dan Kelompok Kepentingan, Rajawali Press, Jakarta 
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Kompromi pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian konflik 
yang demokratis. Namun tidak berarti bahwa proses kompromi dapat 
berlangsung seenaknya atau semata-mata mengikuti ritme kepentingan 
kolegial partai atau bahkan kepentingan individual para pemimpinnya. 
Sebagai bentuk penyelesaian konflik yang demokratis, proses kompromi 
tidak bisa tidak harus berlangsung secara demokratis pula. Artinya, dia 
harus dapat melibatkan seluas-luasnya masyarakat dalam wacana dan 
praktek kompromi yang tengah berlangsung. Dengan kata lain, proses 
kompromi politik harus dapat dipengaruhi dan dipertanggungjawabkan 
secara luas. 
Kompromi tidak akan menjadi politik dagang sapi manakal dilakukan 
secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan politik 
kepada masyarakat. Dalam konteks kekuasaan jelas tidak mungkin bicara 
kompromi tanpa membuka kemungkinan bagi-bagi kursi kekuasaan. Yang 
terpenting adalah bahwa mekanisme proses kompromi yang seringkali 
mensyaratkan bagi-bagi kekuasaan itu harus berlangsung secara 
demokratis dalam arti memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat 
untuk terlibat mempengaruhi maupun mengawasi proses dan pelaksanaan 
hasilnya. 
Kompromi yang dilakukan oleh elite-elite politik pasca reformasi 
tampak mengandung beberapa persoalan dasar yang penting untuk 
dicermati : 
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Pertama, kompromi politik cenderung bersifat taktis-pragmatis, dalam 
artian bahwa proses pembentukan kesepakatan politik lebih berorientasi 
pada kepentingan jangka pendek. Karena sifat kompromi yang instan itu 
maka proses politik yang berlangsung banyak mengorbankan kepentingan 
jangka panjang kita sebagai sebuah bagsa. Pemerasan politik lebih 
mewarnai proses kompromi ketimbang upaya untuk mencari pemecahan 
masalah secara adil, arif dan bijaksana. 
Kedua, kompromi politik tidak memiliki aspek pertanggungjawaban rakyat 
selaku pemberi mandat mereka yang berkuasa. Rakyat “tidak hadir” di 
dalam proses kompromi yang dilangsungkan. Posisi rakyat dalam proses 
kompromi politik tidak lebih dari sekedar sebagai alat tawar-menawar 
kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, akseptibilitas 
publik terhadap proses dan hasil kompromi politik tidak menjadi 
pertimbangan penting. 
Ketiga, kompromi politik cenderung dilakukan “di bawah meja” dan tidak 
transparan. Lobi-lobi politik dilakukan secara sembunyi-sembunyi, 
sehingga publik tidak mengetahui apa yang dilobikan, bagaimana proses 
lobi dan apa kesepakatannya. Rakyat secara sistematis dielienasi dari 
proses kompromi yang kelak akan mempengaruhi secara fundamental 
kehidupan mereka. Jika di waktu kemudian hari para aktor politik saling 
tuduh mengingkari kesepakatan, publikpun tidak tahu persis siapa yang 
benar dan siapa yang bohong. Kompromi politik menjadi area gelap 
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dimana rakyat tidak dapat menjamahnya, dan karena itu rawan 
pemerasan, kebohongan dan manipulasi16 
Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa kompromi 
politik di era reformasi ini tidak jauh berbeda polanya dengan kompromi 
yang terjadi di masa pemerintahan orde baru. Keduanya sama-sama tidak 
demokratis, tidak menjadikan rakyat sebagai alat ukur paling utama dalam 
proses pencapaian konsensus politik. Pada masa orde baru kita mungkin 
lebih muda memahami proses kompromi yang tidak demokratis itu, karena 
keberadaanya paralel dengan sistem otoritarian yang ditegakkannya. 
Tetapi alangkah sulitnya memahami proses kompromi politik yang sama 
pada masa reformasi sekarang ini : bagaimana mungkin sebuah masa 
kekuasaan demokratis mengembangkan model kompromi politik yang 
tidak demokratis. Ini adalah paradoks politik yang tidak mungkin bisa 
diterima nalar demokrasi. 
Dalam konteks membangun konsensus bersama melalui kompromi 
politik yang demokratis, ada beberapa pemikiran adaptif dari tradisi politik 
di jerman yang dapat dipertimbangkan. Pertama, kompromi politik 
seharusnya diarahkan untuk kepentingan jangka panjang dan membuka 
kemungkinan pembentukan koalisi strategis di antara partai-partai politik. 
Koalisi strategis dalam pengertian bertemunya aspek-aspek ideologi atau 
visi politik partai dapat menjadi dasar proses politik jangka panjang, baik 
pada level peran di pemerintahan maupun oposisi. Secara operasional, 
                                                          
16
 Harold D. Lasswell, 1950. A study of power. New York:Free Press 
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partai-partai politik yang berkompromi perlu mendasarkan kesepakatan 
mereka pada pertemuan ideologis atau visioner yang elaborasinya dapat 
berupa agenda-agenda politik atau platform politik bersama. 
Kedua, proses kompromi politik harus dilakukan secara terbuka, 
misalnya melalui debat publik, dan memberikan ruang yang longgar 
kepada partisipasi masyarakat di dalamnya. Para pemilih semestinya 
mendapatkan kesempatan yang cukup untuk turut mempengaruhi proses 
dan hasil kompromi politik yang dilakukan oleh partai pilihannya. Demikian 
pula pada proses implementasi kesepakatan politik yang ada, publik dapat 
mengambil peranan sebagai pengawas atas sikap dan tindakan partai-
partai politik yang berkonsensus. 
Ketiga, hasil-hasil kesepakatan politik harus tertulis dan diumumkan 
kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. 
Kesepakatan itu dapat mencakup aspek-aspek ideologi atau visi politik, 
dan pembagian kekuasaan. Pada aspek pembagian kekuasaan 
semestinya dapat diperinci secara jelas, misalnya siapa mendapatkan 
posisi apa dan seterusnya hingga seluruh jabatan-jabatan politik yang 
tersedia habis dibagi di antara mereka yang berkompromi. Dengan begitu 
masyarakat tahu secara persis alasan-alasan strategis para elite 
berkompromi dan sekaligus hal-hal kongkret yang diperoleh masing-
masing. Pada gilirannya masyarakat akan dapat melakukan kontrol 
terhadap implementasi kesepakatan politik tersebut. 
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C. Konsep DPRD 
Pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan 
bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. 
Dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa DPRD 
berkedudukan sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah. Untuk 
wilayah provinsi maka disebut DPRD provinsi dan untuk wilayah 
kabupaten/kota maka disebut dengan DPRD kabupaten/kota.  
Susunan DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan 
umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun alat kelengkapan 
DPRD terdiri atas ; pimpinan, Badan musyawarah, Komisi, Badan 
Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat 
kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 
Dalam menjalankan tugasnya, maka alat kelengkapan dibantu oleh 
sekretariat yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS). Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi : (a) Legislasi, merupakan 
fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, 
(b) Anggaran, merupakan fungsi DPRD yang bersama-sama dengan 
pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, yang di dalamnya termasuk anggaran untuk 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, (c) Pengawasan, 
merupakan fungsi DPRD untuk melaksananakan pengawasan terhadap 
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pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala 
daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah. 
Selain itu, adapun tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah meliputi : (a) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan 
kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama, (b) Membahas 
dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai 
anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh kepala 
daerah, (c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 
daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala 
daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan 
program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah, (d) 
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil 
kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD 
provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD 
kabupaten/kota, (e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi 
kekosongan jabatan wakil kepala daerah, (f) Memberikan pendapat dan 
pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian 
internasional di daerah, (g) Memberikan persetujuan terhadap rencana 
kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah, (h) 
Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, (i) Membentuk panitia pengawas 
pemilihan kepala daerah, (j) Melakukan pengawasan dan meminta laporan 
KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, (k) Memberikan 
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persetujuan terhadap rencana kerjaasama antar daerah dan dengan pihak 
ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan 
DPRD, untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya kepada DPRD 
diberikan diberikan beberapa hak dan kewajiban. Hak DPRD dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya antara lain : (a) Hak Interpelasi, 
merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah 
mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta 
berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara, (b) Hak 
Angket, merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap 
kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak 
luas pada kehidupan masyarakat, daerah, negara yang diduga 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (c) Hak 
menyatakan pendapat, merupakan hak DPRD untuk menyatakan 
pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah mengenai kejadian luar 
biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi 
penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi 
dan hak angket. 
Sementara itu bagi setiap anggota DPRD diberikan hak-hak sebagai 
berikut : (1) Mengajukan rancangan peraturan daerah, (2) Mengajukan 
pertanyaan, (3) Menyampaikan usul dan pendapat, (4) Memilih dan dipilih, 
(5) Membela diri, (6) Imunitas, (7) Mengikuti orientasi dan pendalaman 
tugas, (8) Protokoler, (9) Keuangan dan administratif. 
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Kewajiban bagi anggota DPRD antara lain : (1) Memegang teguh 
dan mengamalkan pancasila, (2) Melaksanakan Undang-undang Dasar 
1945 dan menaati peraturan perundang-undangan, (3) Mempertahankan 
dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, (4) Mendahulukan kepentingan negara di atas 
kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, (5) Memperjuangkan 
peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, (6) Menaati prinsip 
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (7) Manaati tata 
tertib dan kode etik, (8) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja 
dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota, (9) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen 
melalui keunjungan kerja secara berkala, Menampung dan 
menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, Memberikan 
pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah 
pemilihannya. 
D. Konsep Koalisi 
Secara harfiah pengertian koalisi adalah penggabungan. Koalisi 
merupakan kelompok individu yang berinteraksi yang sengaja dibentuk 
secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan 
yang dipersepsikan salind menguntungkan, berorientasi masalah atau isu, 
menfokuskan pada tujuan di luar koalisi, serta memerlukan aksi bersama 
para anggota. Dalam khazanah politik, koalisi merupakan gabungan dua 
partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu 
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pemerintahan. Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa 
dihindari dalam proses bangsa yang menganut sistem multipartai.17 
Sejak beralihnya era pemerintahan dari orde baru, sejak itu pula 
telah terjadi pergeseran peran partai politik. Kalau dulunya politisi adalah 
aktor di pinggiran kekuasaan, maka sekarag telah menjadi aktor utama 
yang berperan membentuk kekuasaan politik. Sekarang ada keharusan 
partai politik  melakukan reformasi internal untuk tujuan memenangkan 
kekuasaan politik sekaligus menjawab tuntutan publik. 
Pada era reformasi ini, partai politik bekerja profesional, memiliki 
kemampuan bekerjasama atau bernegosiasi dengan partai lain dalam 
meraih kemenangan, serta melihat konstituen sebagai aset atau kapital 
yang harus terus dikumpulkan dan dipelihara. Salah satu strategi 
memenangkan pemilihan umum adalah melalui koalisi politik. 
Hakikat koalisi pada dasarnya adalah untuk membentuk 
pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomous), dan tahan lama 
(durable). 18   Pemerintahan yang kuat adalah kemampuan pemerintah 
dalam mengambil kebijakan publik tanpa khawatir mendapat perlawanan 
dari parlemen. 
                                                          
17
 Arend Lijphart, 1995. sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. PT. Raja Grafindo. 
18
 Ibid. 
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Koalisi sendiri sudah berumur lama, dalam tradisi politik parlementer, 
koalisi menjadi bagian dari pembentukan pemerintahan, tradisi inipun 
sudah berlangsung lama di negara-negara eropa. 
Menurut Andrey Heywood, koalisi adalah penggabungan 
sekelompok partai politik yang berkompetisi, secara bersama-sama 
memiliki persepsi tentang kepentingan, atau dalam menghadapi ancaman, 
serta dalam penggalangan energi secara kolektif.19  
Menurut Wiliam Rikar, koalisi politik dimaknai sebagai “three or 
more person game the main activity of the players is to select not only 
strategies, but partners. Partners once they become such, then select a 
strategy”.20 
Konsep demokrasi konsosiasional memandang desain dan pola 
koalisi adalah bagian dari sebuah kensensus politik dan proses tawar 
menawar dari berbagai kelompok politik yang ada di dalam masyarakat 
yang memiliki beragam kepentingan masing-masing, termasuk partai 
politik. 
Menurut Robert Dahl, salah satu cara penyelesaian dalam kondisi 
pluralisme sub-kultural yang ekstensif adalah perlu dikembangkannya 
bentuk demokrasi konsosiasional yaitu sebuah koalisi besar para elit atau 
                                                          
19
 Andrey Heywood dalam buku Afan Gaffar, 1999. Politik Indonesia: Transisi Menuju 
Demokrasi. Pustaka Pelajar. 
20
 http://Tuhan .Multiply.com/jurnal/item/29/koalisi politik. Di akses tgl 27 November 2011. 
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pemimpin politik dari semua bagian yang penting dari masyarakat 
majemuk.21 
1. Konsep Koalisi Menurut Arend Lijphard 
Koalisi menurut Arend Lijphard22 dapat dikelompokkan secara garis 
besar menjadi dua kelompok yaitu, koalisi yang tidak didasarkan atas 
pertimbangan kebijakan (policy blind coalitions) dan koalisi yang 
didasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasikan 
(policy-based colitions). 
Bentuk koalisi kelompok pertama menekankan prinsip ukuran atau 
jumlah kursi di parlemen, minimal winning coalitions dan asumsi partai 
bertujuan “office seeking” (memaksimalkan kekuasaan). Bentuk koalisi 
seperti loyalitas peserta koalisi tidak terjamin dan sulit diprediksi. 
Sementara koalisi kelompok kedua menekankan kesamaan dalam 
preferensi kebijakan, minimal conected coalition (terdiri dari partai-partai 
yang sama dalam skala kebijakan dan meniadakan patner yang tidak 
penting), dan asumsi koalisi partai, bertujuan “policy seeking”, yaitu 
mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai. Bila koalisi seperti ini 
terbentuk, maka loyalitas peserta koalisi partai akan terbentuk karena 
diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan. 
 
                                                          
21
 Robert Dahl dalam buku AR. Hanta Yuda, 2010. Presidensialisme Setengah Hati. PT. Gramedia 
Pustaka Utama. 
22
 Arend Lijphart, 1995. sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. PT. Raja Grafindo. 
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Tabel 1.1 
Model-model teori koalisi 
Policy Blind Coalitions Theory Policy Based Coalitions 
Theory 
Menekankan prinsip ukuran atau 
jumlah kursi 
Menekankan kesamaan 
dalam preferensi kebijakan 
Minimal winning coalition (William 
Riker) 
Minimal connected coalition 
(Robert Axelrod) 
Asumsi partai bertujuan “office 
seeking” (maksimalisasi 
kekuasaan) 
Asumsi partai bertujuan 
“policy seeking” (mewujudkan 
kebijakan sesuai kepentingan 
partai). 
Loyalitas peserta koalisi tidak 
terjamin 
Loyalitas peserta koalisi 
secara minimal di ikat oleh 
kesamaan tujuan kebijakan 
Sulit diprediksi, juga range ukuran 
jumlah partai sangat beragam 
Koalisi bisa sangat gemuk 
dengan melibatkan partai-
partai yang tidak perlu agar 
tujuan kebijakan mendapatkan 
dukunagan mayoritas. 
  Sumber: Sri Budi Eko Wardani 2007 
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 Secara garis besar, berdasarkan jenisnya, koalisi dapat 
dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu23: 
1. Koalisi Potensial, yaitu suatu keadaan dimana terdapat 
kepentingan yang muncul, bisa menjadi koalisi jika tindakan kolektif 
diambil. Koalisi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu Latent (belum 
terbentuk menjadi koalisi aktif) dan Dormant (terbentuk sebelumnya 
tapi sudah tidak aktif). 
2. Koalisi Aktif, yaitu koalisi yang sedang berjalan. Koalisi ini dibagi 
menjadi dua, yaitu koalisi mapan (established) dan koalisi temporer 
(temporary). Koalisi mapan merupakan koalisi yang aktif, relatif 
stabil, dan berlangsung dalam rentang waktu tak terbatas. 
Sedangkan koalisi temporer adalah koalisi yang dibentuk untuk 
jangka pendek, fokus pada isu tunggal. 
3. Koalisi Berulang (recurring), yaitu koalisi temporer yang berlanjut 
karena isu belum terpecahkan. 
Mengacu pada teori Arend  Lijphart, setidaknya terdapat empat teori 
koalisi yang bisa diterapkan di Indonesia,24yaitu: 
1. Minimal Winning Coalition prinsip dasarnya ialah maksimalisasi 
kekuasaan. Dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di 
                                                          
23
Ibid. 
24
 Ibid.  
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kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu untuk diajak 
berkoalisi. 
2. Minimum Size Coalition yaitu, Partai dengan suara terbanyak akan 
mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara 
mayoritas.  
3. Bargaining Proposition, yakni koalisi dengan jumlah partai paling 
sedikit.Prinsip utamanya ialah untuk memudahkan proses negosiasi 
dan tawar-menawar karena rekanan koalisi yang sedikit. Tetapi 
bukan jaminan akan lancar. Jumlah partai tidak terlalu menentukan. 
4. Minimal Range Coalition, dasar dari koalisi ini adalah kedekatan 
pada kecenderungan ideologis memudahkan partai-partai untuk 
berkoalisi membentuk kabinet. Koalisi ini sering diterapkan dalam 
dunia nyata. Dasar koalisi ini lebih dikarenakan masing-masing partai 
yang berkoalisi memiliki kedekatan dalam orientasi kebijakannya. 
E. Kerangka Pemikiran 
Konflik kepentingan yang penulis maksudkan disini adalah melihat 
bagaimana konflik kepentingan itu bisa terjadi, karena pada umumnya 
konflik kepentingan berawal dari orang-orang atau kelompok-kelompok 
yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk 
organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi yang mempunyai 
kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai 
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posisi-posisi tertentu, serta terdapat posisi lain dimana para penghuni 
menjadi sasaran. 
Konflik kepentingan dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa 
faktor, misalnya perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan, langkanya 
sumber daya seperti kekuatan, pengaruh uang, waktu, uang, popularitas 
dan posisi, dan persaingan. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling 
bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika 
persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, 
konflik kepentingan akan muncul. Selain itu adanya ketidakpuasan dan 
tingginya rasa ingin menguasai adalah alasan lain seseorang untuk 
memperebutkan apa yang mereka inginkan termasuk perebutan jabatan 
pada sebuah Perusahaan Daerah Pelabuhan yang terdapat di Kabupaten 
Barru tersebut. 
Fraksi di DPRD masing-masing berusaha meloloskan calon mereka 
agar nantinya dapat menduduki jabatan tersebut tidak lain karena para 
fraksi di DPRD tersebut memiliki kepentingan dimana kepentingan-
kepentingan itu nantinya akan direalisasikan setelah calonnya berhasil 
menduduki jabatan tersebut. Tentu saja perebutan kekuasaan ini hanya 
dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memang betul-betul memiliki power atau 
kekuatan dan kekuasaan, seperti yang tercantum pada teori konflik 
kepentingan, memiliki tiga asumsi utama yang saling berhubungan, yaitu: 
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1. manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka 
berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu, 
2. power bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak 
merata sebagai sumber konflik, melainkan juga sebagai suatu yang 
bersifat memaksa, sebagian menguasai sumber, sedangkan yang 
lainnya tidak memperoleh sama sekali, 
3. ideologi dan nilai-nilai dipandangnya sebagai senjata yang 
dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih 
tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. 
Adapun gambaran umum konflik kepentingan yang terjadi antar 
fraksi di DPRD Kabupaten Barru adalah konflik kepentingan yang tidak 
berwujud kekerasan, karena konflik yang terjadi itu tidak berwujud pada 
kekerasan yang menimbulkan perkelahian, melainkan antar fraksi 
berkonflik dengan menggunakan strategi sebaik mungkin agar bisa 
meloloskan calonnya menduduki jabatan sebagai direktur pada 
Perusahaan Daerah Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru tersebut. 
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F. Skema Kerangka Pikir 
Dari kerangka pikir di atas, maka dibuatlah skema sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengisian Jabatan 
(Direktur) 
Di Pelabuhan 
Garongkong Kab. 
Barru 
Bentuk Konflik 
kepentingan : 
- Konflik Permukaan 
 
Dasar Kompromi Politik : 
- Taktis-Pragmatis 
- Tidak ada Aspek 
Pertanggungjawaban 
- Lobi-lobi Politik 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini yang akan dibahas ada lima aspek yaitu: Lokasi 
Penelitian, Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian, Sumber Data, Teknik 
Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data. Kelima hal tersebut akan 
diuraikan lebih lanjut.  
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru, dengan 
pertimbangan bahwa pelaksanaan tes dalam pengisian jabatan pada 
perusahaan daerah yang dilaksanakan oleh anggota DPRD ini tidak dapat 
terlepas dari permasalahan yang menimbulkan konflik yang terjadi antara 
fraksi-fraksi yang berada di DPRD Kabupaten Barru. Konflik yang ada 
berkaitan dengan pemilihan dan penetapan calon pemimpin pada sebuah 
perusahaan daerah tersebut. 
Selain alasan di atas, Kabupaten Barru juga cukup representatif 
untuk meneliti konflik kepentingan antar fraksi di DPRD tersebut, karena 
merupakan kabupaten yang konflik kepentingannya muncul setelah 
adanya seleksi pengisian jabatan pada perusahaan daerah yang diadakan 
oleh DPRD Kabupaten Barru. Konflik tersebut mecakup konflik 
interpersonal antar fraksi dan konflik tersebut berimbas pada 
profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah pelabuhan itu nantinya. 
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Alasan Peneliti memilih lokasi penelitian di kota Barru dikarenakan: 
1. Karena pelabuhan garongkong terletak di Kabupaten Barru 
2. Karena kabupaten barru adalah salah satu kabupaten yang 
konflik antar fraksi itu muncul setelah akan di adakannya 
pemilihan pejabat pemimpin di perusahaan pelabuhan tersebut. 
B. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian  
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis dua 
masalah. Penelitian diarahkan untuk menggambarkan dan fakta dengan 
argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan 
informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 
menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian 
deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, 
dan akurat mengenai fakta-fakta. Namun demikian, dalam 
perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang 
sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk 
membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu 
variabel kepada variabel lain.  
Dasar pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa prespektif 
teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam 
terhadap gejala yang terjadi, Dikarenakan kajiannya adalah fenomena 
masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur 
dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan 
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analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang 
sangat bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba 
memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu 
fenomena. 
C. Jenis Data Penelitian  
Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis 
sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek 
penelitian adapun sumber data yang digunakan yaitu:  
a. Data Primer  
Dalam penelitian peneliti membutuhkan data untuk membuktikan 
fakta dilapangan. Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah 
penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan 
observasi langsung. Peneliti turun langsung ke DPRD Kabupaten Barru 
untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil 
wawancara. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber peneliti 
mendapatkan data-data seperti, data-data kepengurusan DPRD 
Kabupaten Barru, serta konflik kepentingan yang terjadi antar fraksi di 
DPRD dalam pengisian jabatan pada Pelabuhan Garongkong. 
b. Data Sekunder  
Dalam penelitian peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana 
peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, 
jurnal, koran mengenai DPRD Kabupaten Barru dan konflik kepentingan 
yang terjadi antar fraksi di DPRD dalam pengisian jabatan pada 
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Pelabuhan Garongkong serta sumber informasi lainnya yang berkaitan 
dengan masalah penelitian ini. Selain itu, juga terdapat situs-situs atau 
website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat seperti 
peraturan daerah mengenai pembangunan perusahaan pelabuhan 
garongkong tersebut. 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 
penelitian ini yaitu:  
a. Wawancara mendalam 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara. 
Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap 
informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara 
yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. 
Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 
jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau 
orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 
(guide) wawancara. 
Informan yang akan diwawancarai ada 9, yaitu : 
(1) ketua DPRD (H. Fakhruddin sabir, SE yang berasal dari fraksi 
karya, Partai Golkar), 
(2) wakil ketua DPRD (Nur Aman Syam yang berasal dari fraksi 
karya, Partai Hanura), 
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(3) ketua komisi I DPRD, yang menangani masalah pemerintahan 
(Abdul Kadir yang berasal dari fraksi karya, Partai Golkar), 
(4) ketua komisi II DPRD, yang menangani masalah ekonomi 
(Bayazit B. Yusuf yang berasal dari fraksi karya, Partai Golkar), 
(5) ketua komisi III DPRD, yang menangani masalah pembangunan 
(M. Bahri SS yang berasal dari fraksi mandiri, Partai Keadilan 
Sejahtera), 
(6) ketua fraksi Karya (Suaib Sukahar, SH, berasal dari Partai 
Golkar), 
(7) ketua fraksi Mandiri (A. Tobo, berasal dari Partai Amanat 
Nasional), 
(8) ketua fraksi Demokrat (Drs. A. Salam Aksa, M.Si , berasal dari 
Partai Demokrat), 
(9) badan legislasi (Salam Harda, SM.Ak, berasal dari Partai Hanura) 
Proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam peneliti 
membaginya menjadi dua tahap, yakni : 
b. Dokumen/Arsip 
Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan 
informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode 
dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari 
sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar 
belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip 
mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian 
merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. 
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Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau flim 
audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan 
ilmiah tentang masalah yang diteliti. 
E. Teknik Analisis Data 
Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan kemudian 
diolah dan dianalisa secara kualitatif. Karena objek kajiannya adalah 
masyarakat dan elit politik, dimana memiliki cara berfikir dan cara pandang 
yang berbeda, maka penelitian ini membutuhkan analisa yang mendalam 
dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada 
kuantifikasi data. 
Penelitian ini telah mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh 
anggota DPRD dan elite politik mengenai konflik kepentingan dalam 
sebuah perusahaan dan pengaruh dari konflik tersebut terhadap 
instabilitas politik. Analisa ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-
kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan 
fenomena yang ada dapat digambarkan secara terperinci, sehingga apa 
yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini nantinya bisa terjawab 
dengan maksimal.  
Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan 
proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus, namun 
secara umum dalam analisis data selalu ada kompenan-kompenan yang 
wajib harus ada seperti pengambilan data, kategorisasi data, dan 
kesimpulan. 
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1. Pengumpulan Data 
Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang berhubungan 
dengan penelitian melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. 
Sebelum peneliti memulai wawancara kepada informan, peneliti 
menyiapkan alat perekam dan daftar pertanyaan agar pada saat 
berjalannya wawancara, peneliti dapat merekam apa yang dijelaskan dan 
dikatakan oleh informan, dan pertanyaan kepada informan juga lebih 
terarah, karena sudah ada konsep yang dipersiapkan sebelumnya. 
Adapun data-data yang dikumpulkan adalah data yang relevan 
sehingga konflik kepentingan yang terjadi antar fraksi di DPRD dalam 
seleksi pengisian jabatan pada perusahaan daerah pelabuhan 
garongkong kabupaten barru dapat di gambarkan secara jelas pada hasil 
penelitian yang berupa kesimpulan. 
2. Sajian Data 
Data yang diperoleh dari beberapa informan kemudian dikumpulkan 
dan dipaparkan dalam bab pembahasan dan sebagai rangkuman untuk 
menarik kesimpulan. Data-data dari informan kemudian digabungkan 
menjadi sebuah informasi dan disusun sehingga apa yang terjadi mudah 
diamati atau dipahami sehingga sangat membantu peneliti menentukan 
penarikan kesimpulan secara benar. 
Penyajian data ini berupa analisis penelitian tentang objek yang telah 
diteliti. Data yang telah diperoleh tersebut dipisahkan yang sesuai dengan 
rumusan masalah. Sajian data yang dilakukan bertujuan untuk memahami 
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berbagai hal yang terjadi khususnya pada penentuan calon pengisi 
jabatan di perusahaan daerah tersebut. Dan seluruh data yang ada 
tersebut dirancang untuk menyampaikan informasi secara sistematis 
mengenai konflik kepentingan antar fraksi di DPRD dalam seleksi 
pengisian jabatan pada perusahaan daerah pelabuhan garongkong 
kabupaten barru. 
3. Kesimpulan Akhir 
Kesimpulan adalah sebuah hasil akhir dari proses penelitian. 
Kesimpulan ini berbentuk deskriptif kualitatif yang merupakan 
konseptualisasi yang ditemukan di lapangan. Kesimpulan akhir mengenai 
adanya kepentingan dalam proses pengisian jabatan pada perusahaan 
daerah pelabuhan di kabupaten barru peneliti ambil ketika peneliti sudah 
merasa bahwa sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data baru 
hanya berarti ketumpang tindihan (redund-dant). 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN 
Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum 
lokasi penelitian mengenai konflik kepentingan antar fraksi di DPRD dalam 
pengisian jabatan pada perusahaan daerah pelabuhan garongkong 
Kabupaten Barru. Kabupaten Barru terletak di Pesisir Pantai barat, 
Propinsi Sulawesi Selatan Berada pada koordinat 4 05' 49"- 4 47' 35" 
Lintang Selatan dan 119 35' 00" - 11949' 16" Bujur Timur, dengan batas-
batas daerah sebagai berikut : 
- Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kota Pare-pare dan 
Kab.Sidrap 
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab.Soppeng dan Bone 
- Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Kab.Pangkep 
- Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Selat Makassar 
Luas Wilayah Kabupaten Barru Sekitar 117.400.72 Ha, Berada 
kurang lebih 100 Km sebelah utara kota Makassar. Jumlah penduduk 
Kabupaten Barru tahun 1995 sebesar 149.912 jiwa dan meningkat 
menjadi 152.101 jiwa tahun 2000, 158.821 jiwa tahun 2005 dan menjadi 
161.732 jiwa pada tahun 2008. Komposisi penduduk berdasarkan jenis 
kelamin pada tahun 1995 terdiri dari laki-laki sebanyak 71.526 jiwa dan 
perempuan 78.386 jiwa, sedangkan pada tahun 2000 terdiri dari laki-laki  
sebanyak 72.361 jiwa dan perempuan sebanyak 79.740 jiwa. 
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Pada tahun 2005 dan 2008 komposisi penduduk berdasarkan jenis 
kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 76.377 jiwa dan 78.266 jiwa 
sedangkan perempuan sebanyak 82.444 jiwa dan 83.466 jiwa. Secara 
administratif Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 
Desa/Kelurahan. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom 
berdasarkan UU No. 29 Tahun1959 pada tahun 1961, Daerah ini terdiri 
dari 4 Wilayah Swapraja di dalam kewedanaan Barru Kabupaten Pare-
Pare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja 
Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi, IbuKota Kabupaten Barru 
sekarang bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan Barru25. Berdasarkan 
judul penelitian, maka lokasi penelitiannya fokus pada lembaga negara 
DPRD Kabupaten Barru dan Pelabuhan Garongkong. 
A. DPRD Kabupaten Barru 
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang penting dalam 
sistem pemerintahan daerah. Arti penting itu terlihat dari kedudukan dan 
peran DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang 
mempunyai fungsi, tugas, wewenang serta kewajiban institusional. DPRD 
mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Untuk 
menjalankan fungsi tersebut, DPRD mempunyai tugas dan wewenang 
antara lain; membentuk perda, menetapkan APBD, melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan. Disamping 
itu, DPRD mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehidupan 
                                                          
25
 http://www.barrukab.go.id (Permendagri No.66 Tahun 2011) 
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demokrasi, memperjuangkan kesejahteraan rakyat  dengan menyerap, 
menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 
Begitupun dengan DPRD di kabupaten Barru yang terbentuk sesuai UU 
pada tahun 1969 tentang pembentukan daerah Kabupaten Barru dengan 
DPRD gotong royong. 
DPRD Kabupaten Barru terletak di jalan poros makassar-pare, 
dimana pada tahun 2004 anggota DPRD Kabupaten Barru terdiri dari 25 
anggota, sedangkan pada tahun 2009 anggota DPRD Kabupaten Barru 
masih tetap dengan 25 anggota dari beberapa partai, dan dibagi dalam 
tiga fraksi yang dimana salah satu dari fraksi tersebut adalah gabungan 
dari beberapa partai-partai kecil yang terdapat di Kabupaten Barru. Fraksi 
tersebut yang pertama adalah fraksi karya yang terdiri dari partai golongan 
karya atau golkar,kemudian yang kedua adalah fraksi demokrat yang 
terdiri dari partai demokrat, dan yang ketiga adalah fraksi mandiri yang 
terdiri dari gabungan beberapa partai yaitu partai hanura, PDI-P, PPP, 
PDK, PKB, PKS dan partai kecil lainnya yang memiliki kursi di DPRD. 
Adapun nama-nama anggota DPRD dan fraksi di Kabupaten Barru yaitu : 
1) H. FAKHRUDDIN SABIR, SE sebagai ketua DPRD yang berasal 
dari Partai Golongan Karya dan Fraksi Karya. 
2) ANDI HAERUDDIN, SH sebagai wakil ketua I DPRD yang berasal 
dari Partai Demokrat dan Fraksi Demokrat. 
3) NUR AMAN SYAM sebagai wakil ketua II DPRD yang berasal dari 
Partai Hanura dan Fraksi Mandiri. 
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4) Hj. DARI BUANA KAMIL sebagai anggota DPRD yang berasal dari 
Partai Golongan Karya dan Fraksi Karya. 
5) SUAIB SUKAHAR, SH sebagai anggota DPRD yang berasal dari 
Partai Golongan Karya dan Fraksi Karya. 
6) H. ANDI MARU. M, BA sebagai anggota DPRD yang berasal dari 
Partai PKPI dan Fraksi Mandiri. 
7) Drs. ARIFAI MUIN sebagai anggota DPRD yang berasal dari Partai 
PDI Perjuangan dan Fraksi Mandiri. 
8) IDHAN HALID sebagai anggota DPRD yang berasal dari Partai 
Demokrat Keadilan dan Fraksi Mandiri. 
9) Hj. ANDI NURHUDAJA AKSA sebagai anggota DPRD yang berasal 
dari Partai Golongan Karya dan Fraksi Karya. 
10) Hj. MARWAH sebagai anggota DPRD yang berasal dari Partai 
Golongan Karya dan Fraksi Karya. 
11) Hj. ASMA ROSITA ABDULLAH sebagai anggota DPRD yang 
berasal dari Partai Golongan Karya dan Fraksi Karya. 
12) Drs. ABD. SALAM AKSA sebagai anggota DPRD yang berasal dari 
Partai Demokrat dan Fraksi Demokrat. 
13) Drs. H. A. LUKMAN P. sebagai anggota DPRD yang berasal dari 
Partai Kedaulatan dan Fraksi Mandiri. 
14) SAPARUDDIN LATIF sebagai anggota DPRD yang berasal dari 
Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Mandiri. 
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15) Ir. SONDENG D.T. sebagai anggota DPRD yang berasal dari Partai 
Persatuan Indonesia dan Fraksi Mandiri. 
16) ANDI DJANUAR TOBO sebagai anggota DPRD yang berasal dari 
Partai Amanat Nasional dan Fraksi Mandiri. 
17) Hj. NUR ASISA MAIN, SP sebagai anggota DPRD yang berasal 
dari Partai Golongan Karya dan Fraksi Karya. 
18) BAYASIT B. YUSUF sebagai anggota DPRD yang berasal dari 
Partai Golongan Karya dan Fraksi Karya. 
19) ABD. KADIR sebagai anggota DPRD yang berasal dari Partai 
Golongan Karya dan Fraksi Karya. 
20) Dra. Hj. MARYAM sebagai anggota DPRD yang berasal dari Partai 
Demokrat dan Fraksi Demokrat. 
21) MUH. AMIN KADIR, A. Md sebagai anggota DPRD yang berasal 
dari Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi mandiri. 
22) Drs. ABD. SALAM HARDA sebagai anggota DPRD yang berasal 
dari Partai Hanura dan Fraksi Mandiri. 
23) MUHAMMAD BAHRI, SS sebagai anggota DPRD yang berasal dari 
Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Mandiri. 
24) Drs. ABUJAHJA MUHAMMAD sebagai anggota DPRD yang 
berasal dari Partai Bintang Reformasi dan Fraksi Mandiri. 
25) H. BURHANUDDIN sebagai anggota DPRD yang berasal dari 
Partai Bulan Bintang dan Fraksi Mandiri.26 
                                                          
26  Website Resmi Pemerintah Kabupaten Barru/Documents/DPRD barru2.htm 
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1. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Barru 
- Visi DPRD Kabupaten Barru 
a. Semangat kebersamaan bermakna bahwa upaya membangun 
Kabupaten Barru perlu dilakukan dengan menggalang semangat 
kebersamaan dan melibatkan seluruh masyarakat Barru 
termasuk yang bermukim di luar Kabupaten Barru. Kebersamaan 
mengandung makna interkoneksitas dan mengajak semua pihak 
untuk bersinergi mewujudkan cita-cita pembangunan. 
b. Bernafaskan keagamaan bermakna bahwa pembangunan di 
Kabupaten Barru dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai 
luhur agama, khususnya agama Islam. 
c. Maju, sejahtera bermakna bahwa pembangunan Kabupaten 
Barru dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat 
Kabupaten Barru yang lebih maju dan sejahtera dengan 
meningkatkan akses informasi, pemanfaatan teknologi maju, 
serta turut dalam pergaulan nasional dan internasional. 
Bermartabat berarti bahwa segala langkah yang dilakukan harus 
berpegang pada nilai-nilai luhur dan budaya masyarakat untuk 
mewujudkan kehidupan yang madani. 
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- Misi DPRD Kabupaten Barru 
a. Meningkatkan pengamalan Pancasila dan ajaran agama secara 
konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
b. Menciptakan lingkungan yang kondusif (aman, tertib dan 
nyaman) yang mendorong investasi dan peningkatan 
pendayagunaan sumberdaya pembangunan. 
c. Menciptakan interkoneksitas dengan wilayah lain dan kemitraan 
yang sinergis/saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan 
dunia usaha dengan prinsip kesetaraan sebagai perwujudan 
demokratisasi ekonomi. 
d. Meningkatkan peran aparatur sebagai pelayan kepentingan 
masyarakat, motivator, dinamisator dan aktivator untuk 
membangkitkan semangat dan peran serta masyarakat sebagai 
aktor pembangunan. 
B. Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru 
1. Letak Geografis 
Pelabuhan Garongkong adalah salah satu pelabuhan yang terdapat 
di Kabupaten Barru. Pelabuhan ini terletak di Kelurahan Mangempang 
Kecamatan Barru yang nantinya akan menghubungkan Pelabuhan Batu 
Licin Kalimantan Selatan dan Pelabuhan - pelabuhan lainnya, menjadikan 
Kabupaten Barru sebagai sasaran berinvestasi .Adapun Potensi investasi 
yang dapat dikembangkan meliputi pengembangan fasilitas pelabuhan 
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dengan mengupayakan pengadaan Kapal, Pergudangan, Bongkar muat 
dan alat teransportasi darat. Adapun luas Pelabuhan Garongkong adalah 
sekitar 3.300 Hektar Darat dan lebar Laut 4 mil, batas wilayah Pelabuhan 
Garongkong adalah sebagai berikut : 
- Sebelah Utara sampai batas Sungai Takkalasi. 
- Sebelah Selatan sampai batas Sungai Sumpang BinangaE. 
- Sebelah Timur sampai batas Desa Siawung, Desa Binuang, dan 
Kelurahan Sepe’e. 
- Sebelah Barat sampai batas Selat Makassar. 
2. Visi, Misi Pelabuhan garongkong Kabupaten Barru 
- Visi 
Visi dari Pelabuhan Garongkong adalah “Membangun dan 
meningkatkan peran kekinian kawasan dalam pengembangan kawasan 
kepelabuhanan menuju Gerbang Kawasan Emas Kabupaten Barru, 
sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Selatan yang 
berbasis ekosistem”. 
- Misi 
Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
ditetapkan Misi sebagai arahan Pelabuhan Garongkong, sebagai berikut; 
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a. mewujudkan kawasan jasa kepelabuhanan yang lengkap terpadu 
dengan standar internasional; 
b. meningkatkan kualitas ruang dari kondisi eksisting kawasan yang ada 
melalui peremajaan, penataan kembali, dan merevitalisasi kawasan 
dalam rangka mendukung fungsi utama Kawasan Khusus Pelabuhan 
Garongkong sebagai pusat jasa kepelabuhanan; 
c. mengembangkan pemanfaatan pertumbuhan karang alami dalam 
kawasan secara maksimal sebagai landasan dasar pembangunan dan 
pengembangan Kawasan Khusus Pelabuhan Garongkong; 
d. mendorong terwujudnya dinamisasi Kawasan Ekonomi Khusus 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
DPRD adalah sebuah lembaga penampung aspirasi rakyat yang 
bertugas untuk membantu kepala daerah dalam mengatur dan 
memajukan daerahnya, selain itu tugas DPRD juga adalah untuk 
membuat kebijakan melalui peraturan daerah yang sebelumnya telah 
disepakati oleh kepala daerah itu sendiri, meskipun dalam pembuatan 
kebijakan itu terkadang terjadi perbedaan pendapat antar anggota badan 
legislatif atau eksekutif, yang menimbulkan konflik, tetapi itu tidak 
mempengaruhi sportifitas kinerja anggota dewan dalam menentukan 
kebijakan akhir, justru dengan adanya konflik yang timbul akan ada hasil 
yang terbaik. termasuk ketika adanya keinginan pemerintah daerah dalam 
pengisian jabatan pada perusahaan daerah pelabuhan garongkong yang 
terletak di kabupaten barru. Dalam penelitian ini penulis telah melalukan 
penelitian di DPRD Kabupaten Barru untuk melihat bagaimana konflik 
kepentingan  antar fraksi di DPRD dalam seleksi pengisian jabatan pada 
perusahaan daerah pelabuhan garongkong Kabupaten Barru. 
Berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang Perusda 
Kepelabuhanan dan Pelayaran Barru. DPRD diberikan wewenang untuk 
mengadakan tes uji kemampuan kepada para calon pengisi jabatan yang 
sebelumnya telah lulus seleksi berkas dan memenuhi persyaratan untuk 
dapat diangkat sebagai direktur dalam sebuah perusahaan daerah di 
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Kabupaten Barru sesuai dengan yang tercantum pada perda Kabupaten 
Barru No 1 Tahun 2010 pasal 12 ayat 3 tentang Pendirian Perusahaan 
Daerah Kepelabuhan dan Pelayaran Barru yang berbunyi : 
a) Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana 
(Strata 1); 
b) Sehat jasmani dan rohani; 
c) Mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (Lima) Tahun di 
bidang kewirausahaan dibuktikan dengan surat keterangan 
(referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; 
d) Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi 
perusahaan di dalam sidang paripurna Dewan yang hasilnya akan 
disampaikan untuk menjadi masukan kepada Bupati; 
e) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 
merugikan keuangan Daerah/keuangan Negara; 
f) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau 
dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Pengawas lainnya 
sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping 
termasuk menantu dan ipar.27 
Setelah 16 calon ini lulus berkas dan memenuhi persyaratan, 
namanya kemudian dikirim ke DPRD untuk diberikan tes uji kemampuan 
dan kelayakan melalui fit and proper tes dengan cara seluruh calon yang 
berjumlahkan 16 orang tersebut diberi tugas untuk membuat visi misi 
                                                          
27
 Perda No 1 Tahun 2010, pasal 12 ayat 3 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kepelabuhan dan 
Pelayaran,di Kabupaten Barru 
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mereka tentang kemajuan pelabuhan garongkong dalam bentuk proposal 
yang nantinya proposal tersebut  dipaparkan dan dipresentasikan 
dihadapan 25 anggota DPRD oleh para calon satu per satu secara 
beraturan sesuai dengan tata tertib pemaparan proposal yaitu : 
a. Calon Direksi membuat dan menyajikan proposal tentang visi misi 
dan strategi Perusahaan didalam Sidang Paripurna DPRD Kab. 
Barru 
b. Visi misi dan strategi perusahaan sekurang-kurangnya memuat : 
 Visi, misi dan strategi Pengembangan organisasi/perusahaan 
 Pengembangan sumber daya manusia 
 Pengelolaan keuangan perusahaan 
 Kerjasama dengan pihak ketiga 
 Pengawasan kinerja perusahaan 
 Potensi kontribusi perusahaan terhadap pendapatan asli 
daerah (PAD) 
c. Pemaparan Proposal Calon Direksi dipimpin oleh salah satu 
Pimpinan DPRD. 
d. Pemaparan Proposal dilaksanakan secara berurutan kepada 
semua Calon Direksi. 
e. Urutan Pemaparan Proposal berdasarkan nomor urut yang 
ditentukan melalui pencabutan nomor undian : 
 Tahap Pertama, pencabutan nomor undian untuk mencabut 
nomor urut 
 Tahap Kedua, pencabutan nomor urut pemaparan visi misi. 
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f. Setiap peserta diberi kesempatan untuk memaparkan visi misi dan 
strategi perusahaan paling lama 15 menit secara bergantian sesuai 
nomor urut. 
g. Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada anggota DPRD 
untuk memberi tanggapan terhadap Penyampaian visi misi dan 
strategi Calon Direksi berdasarkan komisi masing-masing paling 
lama 30 menit.28 
Adapun unsur-unsur atau standar penilaian anggota DPRD dalam 
memberikan nilai kepada 16 calon pengisi jabatan pada perusahaan 
daerah yaitu : 
1. Penampilan dan kerapian 
2. Waktu yang digunakan dalam memaparkan proposal dan 
menjawab pertanyaan 
3. Kecakapan berbicara pada saat pemaparan proposal dan 
menjawab pertanyaan, ini dapat membuktikan apakah proposal 
yang dikumpulkan buatannya sendiri atau malah dibuatkan oleh 
orang lain 
4. Analisis para calon dalam menjawab pertanyaan yang diberikan 
oleh anggota dewan 
                                                          
28
 Perda No 1 Tahun 2010, pasal 12 ayat 2 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kepelabuhan dan 
Pelayaran,di Kabupaten Barru 
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Tugas anggota DPRD sendiri memberikan penilaian secara subjektif 
yang nantinya akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada Bupati 
untuk ditetapkan sebagai Direksi, seperti yang tercantum pada peraturan 
daerah pasal 12 nomor 1 tahun 2010. Dalam pemberian penilaian inilah 
terjadi perbedaan pendapat antara anggota DPRD, karena pada 
hakikatnya seluruh anggota DPRD memiliki hak yang sama dalam 
memberikan penilaian kepada para calon sesuai dengan keinginan 
mereka masing-masing, tetapi pada umumnya semua keputusan yang 
dibuat di DPRD berujung pada keputusan DPRD, bukan berdasarkan 
individu sebab mereka membawa nama institusi yaitu DPRD bukan atas 
nama individu masing-masing anggota DPRD. Proses pemilihan calon 
pengisian jabatan di atas juga diperkuat oleh adanya hasil wawancara 
dengan salah satu anggota DPRD yang mengatakan bahwa : 
“ sebenarnya prosesnya berjalan sesuai dengan perda yang ada, 
dimana pendaftaran dilakukan oleh eksekutif, calon yang lolos 
berkas di eksekutif diserahkan ke DPRD untuk fit and propertes yang 
juga mempergunakan standar ilmiah, namun dalam implementasinya 
masing-masing anggota dewan tentu dipengaruhi oleh unsur 
subyektifitas dalam memberi penilaian. Subyektifitas itu muncul 
karena pengaruh kepentingan politik ke depan, apalagi jabatan 
direksi pada perusda adalah jabatan yang sangat strategis pada 
masyarakat lokal, sehingga yang terpilih nanti dipastikan memiliki 
status sosial yang dapat merekrut massa.29 
 
Perebutan terhadap jabatan-jabatan politik pada umumnya akan 
menimbulkan konflik politik. Posisi politik mempunyai daya tarik yang 
                                                          
29
 Hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Barru sekaligus ketua fraksi 
Demokrat, Drs, ABD. Salam Aksa pada tanggal 18 Juli 2012 di kantor DPRD Kabupaten Barru 
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sangat tinggi sehingga menjadi rebutan karena berbagai sebab. Pertama 
adalah tingginya penghargaan yang melekat pada jabatan-jabatan politik. 
Jabatan politik inilah yang memberikan kepada para penguasa politik 
kekuasaan yang sangat besar terhadap kelompoknya karena bisa 
membuat keputusan penting yang menyangkut kepentingan kelompok 
organisasinya. Di samping itu, yang bisa menduduki jabatan tersebut 
bukanlah sembarangan orang, tapi orang-orang yang dianggap 
mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan orang kebanyakan. 
Alasan kedua yang menimbulkan daya tarik posisi politik adalah 
terbukanya kesempatan yang lebar untuk memperoleh sumber-sumber 
daya yang langka. Tidak mengherankan bila dikatakan bahwa kekuasaan 
sangat dekat kekayaan. Kekuasaan yang melekat di tangan para pejabat 
politik yang mampu mengalokasi nilai-nilai di dalam masyarakat 30 
menyebabkan banyak pihak di dalam masyarakat yang tergantung kepada 
penguasa politik. Sebagai contoh, dengan diberikan kesempatan oleh 
penguasa politik kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang 
menguntungkan dirinya menyebabkan si pengusaha itu akan berterima 
kasih kepada penguasa politik yang diwujudkan dalam pemberian hadiah. 
Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kekuasaan yang berada di 
tangan penguasa politik mempunyai dampak materil atau finansial bagi si 
pemegang kekuasaan tersebut yang memperkaya yang bersangkutan. 
                                                          
30
 Easton,Op.cit dalam defenisi Easton tentang sistem politik terkandung pengertian “authoritative 
allocation of values for the society” yang berarti adanya kemampuan para penguasa politik untuk 
membagi-bagikan nilai-nilai secara otoratif bagi masyarakat. 
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Posisi politik juga membuka peluang bagi penguasa politik untuk 
memenuhi dan mewujudkan kepentingan dan aspirasinya. Cara terbaik 
untuk dapat menjamin terpenuhinya kepentingan seseorang adalah 
dengan cara menjadi penguasa politik. Penguasa politik dapat memenuhi 
kepentingannya melalui kebijakan-kebijakan politik yang dibuatnya. 
Karena ia yang menentukan kebijakan, terbuka kesempatan bagi 
penguasa politik untuk memasukkan kepentingan-kepentingannya ke 
dalam kebijakan politik yang dibuatnya. Kebijakan politik itu juga bisa 
dibuat untuk menjamin terpenuhinya kepentingan si penguasa politik. 
Meskipun di lingkungan DPRD Kabupaten Barru sendiri tidak terjadi 
konflik fisik antar fraksi atau antar anggota dewan, namun hasil penelitian 
yang didapatkan  dari pengamatan dan hasil wawancara peneliti dengan 
anggota DPRD sekaligus anggota dari fraksi menggambarkan bahwa 
kepentingan politik itu ada dalam seleksi pengisian jabatan pada 
perusahaan daerah pelabuhan garongkong Kabupaten Barru yang 
berujung pada konflik kepentingan nantinya. 
5.1 Bentuk Konflik Kepentingan di DPRD dalam seleksi pengisian 
jabatan di perusahaan daerah pelabuhan garongkong 
Perbedaan pendapat yang terjadi antar anggota DPRD dalam 
memberikan penilaian kepada 16 calon pengisi jabatan pada perusahaan 
daerah pelabuhan garongkong Kabupaten Barru menimbulkan terjadinya 
konflik, sebab konflik dapat diartikan sebagai setiap pertentangan atau 
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perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih serta antara dua 
kelompok atau lebih. Konflik seperti ini dapat dinamakan konflik lisan atau 
konflik non-fisik. Konflik lisan dapat dikategorikan sebagai konflik karena 
sudah terlihat adanya pertentangan di dalamnya meskipun tindakan 
kekerasan yang melibatkan benda-benda fisik belum terjadi.31 
Menurut teori Fisher, Pola konflik dibagi ke dalam tiga bentuk : (1) 
Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat 
kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. (2) Konflik manifest 
atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan 
memerlukan bebagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan 
berbagai macam efeknya. (3) Sedangkan konflik permukaan memiliki akar 
yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena 
kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan 
menggunakan komunikasi. Namun setelah penulis mengadakan 
penelitian, yang diperoleh di lapangan hanya ada satu bentuk konflik yang 
terjadi dalam proses pengisian jabatan yang dilakukan di DPRD yaitu 
konflik permukaan, dimana konflik permukaan ini berujung pada konflik 
kepentingan yang terjadi antar fraksi di DPRD Kabupaten Barru. 
Konflik permukaaan adalah konflik yang sifatnya tersembunyi, 
memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena 
kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan 
                                                          
31
 Ted Robert Gurr, “introduction” dalam Handbook of Political Conflict, Theory and Research, 
New York : The Free Press, 1980 
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menggunakan komunikasi seperti yang dikemukakan oleh teori Fisher 
tadi, dan pada umumnya konflik ini tidak menimbulkan konflik kekerasan, 
karena konflik ini timbul oleh adanya perbedaan pendapat untuk 
mempertahankan argumen masing-masing orang atau kelompok yang 
terlibat di dalamnya. Dalam mempertahankan argumennya inilah biasanya 
orang atau kelompok bersitegang agar argumennya itu dapat disepakati 
atau disetujui oleh kelompok lain, sebab orang-orang atau kelompok-
kelompok tersebut memiliki kepentingan yang kelak kepentingannya itu 
dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi kelompoknya. 
Perbedaan dalam memberikan nilai oleh kelompok bukan hanya 
muncul karena perbedaan kepentingan diantara fraksi yang ada, namun 
karena mereka juga berasal dari partai politik yang berbeda. Dimana 
setiap partai politik yang telah berkoalisi sehingga membentuk fraksi 
menetapkan kepada siapa pilihan mereka dan apa timbal balik dan 
keuntungan yang mereka peroleh untuk fraksinya nanti. Oleh karena itu 
setiap individu atau kelompok secara personal berbeda pemikiran dengan 
individu atau kelompok lain secara politik. Perbedaan pemikiran, 
pendapat, pilihan inilah yang dikategorikan sebagai konflik yang dikenal 
dengan istilah konflik permukaan karena konflik ini yang tahu adalah 
masing-masing pribadi dan tidak telihat secara kasat mata karena tidak 
menggunakan benda-benda fisik. 
Konflik permukaan yang terjadi antar fraksi di DPRD itu sendiri 
berupa perbedaan dalam memberikan penilaian dan berujung pada 
 
 
76 
 
kepentingan yang mengakibatkan adanya jarak antar fraksi ketika 
membicarakan calon yang akan mengisi jabatan pada perusahaan 
daerah, karena salah satu penyebab timbulnya konflik kepentingan  
adalah adanya ketegangan-ketegangan yang muncul pada saat terjadinya 
perbedaan pemberian nilai antara kelompok yang berkaitan dengan 
penyelamatan dan penguatan posisi politik. Setiap kelompok juga memiliki 
kepentingan masing-masing sehingga itulah yang menimbulkan 
perbedaan diantara fraksi dalam menentukan dukungan kepada siapa 
saja yang menjadi kandidat atau calon pengisian jabatan itu nantinya. 
Seperti halnya yang terjadi antar fraksi di DPRD Kabupaten Barru dimana 
setiap fraksi dan anggota dewan memiliki perbedaan dalam memberikan 
penilaian. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh salah satu anggota DPRD 
sekaligus sebagai ketua fraksi karya yang mengatakan bahwa : 
“jelas ada perbedaan pendapat antar anggota dewan dalam 
pemberian nilai kepada calon, tapi itu semua secara transparan dan 
murni dari penilaian masing-masing anggota dewan tanpa adanya 
KKN sedikitpun”32 
 
Perbedaan dukungan yang ada antar fraksi hanya sampai pada 
tataran kelompoknya saja, dan tidak mengatasnamakan lembaga legislatif 
atau lembaga perwakilan rakyat daerah, sehingga perbedaan atau konflik 
yang ada tidak menjadi pemecah lembaga legislatif, karena perbedaan 
pendapat dalam lembaga legislatif adalah sesuatu yang lumrah dan wajar-
                                                          
32
 Hasil wawancara dengan anggota DPRD sekaligus berasal dari fraksi karya, Nur Aman Syam 
pada tanggal 17 juli 2012 di kantor DPRD Kabupaten Barru 
 
 
77 
 
wajar saja terjadi apalagi ketika dalam membuat dan menentukan suatu 
kebijakan. 
Perbedaan dalam memberikan penilaian ini terjadi pada proses 
pemilihan calon yang akan menduduki jabatan di perusahaan daerah 
tersebut, karena orang-orang yang memberikan penilaian tersebut terdiri 
dari berbagai partai yang ada di Kabupaten Barru dan termasuk dalam 
fraksi. Namun masing-masing fraksi memiliki kepentingan-kepentingan 
tersendiri secara kelompok, Hubungan kerjasama antar kelompok 
menjelang pemilihan calon yang akan berada pada jabatan yang sangat 
strategis. Termasuk pemilihan calon direktur pada perusahaan daerah di 
Kabupaten Barru. Sifat seseorang atau kelompok mempunyai pengaruh 
dalam perilaku politik misalnya dalam memberikan dukungannya dan yang 
menjadi salah satu faktor bagi seseorang atau kelompok dalam 
menentukan pilihannya adalah ketika adanya pemilihan jabatan tertinggi 
pada sebuah perusahaan daerah yang tentunya dapat memberikan 
keuntungan yang cukup menggiurkan. Pada posisi seperti itulah setiap 
fraksi yang ada akan berbeda pendapat dan argumen dengan fraksi yang 
lain. Sebagaimana yang tergambar dari hasil akhir uji coba calon direksi 
perusahaan daerah pelabuhan kabupaten barru. 
NO NAMA NILAI RANKING KETERANGAN 
1 Mukhsin Alwy, S.IP 22,70 1 Meyakinkan 
2 Drs. A. Syukrillah Amir, 21,26 2 Meyakinkan 
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MM.Pub 
3 Ir. Abdu Samid  20,01 3 Meyakinkan 
4 Drs. H. Laminu Kalibu, 
M.Si 
19,95 4 Dapat Dipertimbangkan 
5 Ir. Iskandar Hamid 19,87 5 Dapat Dipertimbangkan 
6 Arham, SE 19,65 6 Dapat Dipertimbangkan 
7 Drs. Zainal Arifin 19,14 7 Dapat Dipertimbangkan 
8 Drs. Arianto 18,31 8 Dapat Dipertimbangkan 
9 Ir. Darwis Arham 17,68 9 Dapat Dipertimbangkan 
10 Drs. H. Abd. Mannang, 
SH.MH 
17,14 10 Dapat Dipertimbangkan 
11 Alimuddin, S.sos 16,44 11 Dapat Dipertimbangkan 
12 Najmuddin Halik 16,20 12 Dapat Dipertimbangkan 
13 Syafruddin, S.sos 15,85 13 Dapat Dipertimbangkan 
14 M. Alwi Pammula, S.sos 15,20 14 Dapat Dipertimbangkan 
15 Rudy Kahar, SKM 14,67 15 Dapat Dipertimbangkan 
16 Akhmad, S.sos, M.si 14,29 16 Dapat Dipertimbangkan 
 
Dari hasil akhir fit and proper tes terlihat bahwa teori ini terbukti 
dengan adanya tiga nama yang memiliki nilai tertinggi dan selebihnya 
hanya mendapatkan penilaian yang minim. Dan salah satu calon yang 
mendapat nilai tertinggi berasal dari salah satu kader partai, hal ini 
menunjukkan bahwa calon tersebut memiliki kesamaan ideologi dengan 
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sebagian besar anggota DPRD, seperti yang dikatakan oleh informan dari 
DPRD 
“Hubungan antar calon dengan fraksi di DPRD adalah hubungan 
profesional, walaupun diakui dari mereka yang terpilih ada yang 
berlatar belakang kader partai yang memiliki fraksi di DPRD, 
sehingga tentu memiliki hubungan psikologi yang kental”33 
  
Pernyataan di atas mendukung dan memferifikasi teori Wallase dan 
Alison mengenai ideologi yang dipandang sebagai senjata yang 
dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan 
dan kepentingan mereka masing-masing, sehingga dalam konteks 
pengisian jabatan di pelabuhan garongkong kesamaan ideologi dijadikan 
senjata oleh fraksi dan calon untuk meraih kepentingan mereka masing-
masing. 
Terpilihnya salah satu kader partai menjadi salah satu nama tiga 
teratas membuktikan bahwa terjadi perbedaan nilai dan tujuan, terjadi 
persaingan karena dalam kursi DPRD kabupaten barru terdapat banyak 
partai yang memiliki kebutuhan dan nilai yang berbeda, inilah salah satu 
faktor dimana konflik kepentingan akan muncul. 
Timbulnya konflik kepentingan menurut pandangan Ralf Dahrendorf 
berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-
dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi 
para elit yang mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks 
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tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu34. Adanya posisi-posisi para 
elit yang mempunyai kekuasaan dan kepentingan inilah yang kemudian 
menyebabkan adanya konflik kepentingan antar fraksi di DPRD dalam 
seleksi pengisian jabatan pada perusahaan daerah pelabuhan 
garongkong Kabupaten Barru. 
Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti yang mengatakan adanya 
konflik dalam proses pengisian jabatan di Kabupaten Barru, seperti konflik 
kepentingan antar fraksi dalam proses pemberian penilaian kepada para 
calon pengisi jabatan di pelabuhan garongkong. Pada proses fit and 
proper tes tersebut, ada banyak kepentingan diantara para anggota 
dewan kepada para calon pengisi jabatan di pelabuhan garongkong yang 
berjumlahkan 16 orang. hal ini ini terlihat dari pernyataan salah satu 
informan yang merupakan  staf ahli DPRD  sekaligus juga  anggota dari 
fraksi karya : 
“untuk mengatakan ada konflik, itu pasti tidak ada. Tapi jika 
dikatakan ada kepentingan dari masing-masing anggota dewan, 
dapat dikatakan itu ada. Termasuk kepentingan politik, kepentingan 
partai, maupun kepentingan lain yang terkait dengan kekuasaan. 
Sebagai contoh wakil-wakil partai politik yang terhimpun dalam fraksi 
tentunya ingin memberdayakan orang-orang tertentu yang dapat 
berkontribusi terhadap partainya”35 
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 . Ralf Dahrendorf, dalam bukunya Soeryono Soekanto, 1995, sosiologi ; suatu pengantar, PT. 
Raja Grafindo Persada, Jakarta,hal 111 
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Pernyataan informan diatas sudah mengisyarakatkan adanya  konflik 
kepentingan diantara para anggota DPRD baik kepentingan politik, 
maupun ekonomi yang berimplikasi adanya perbedaan dukungan kepada 
para calon pengisi jabatan pelabuhan garongkong, meskipun dikatakan 
bahwa proses pemberian penilaian dilakukan secara transparan dan 
setiap anggota DPRD memiliki hak untuk memberikan nilai sesuai dengan 
kemampuan calon, namun seluruh anggota dewan yang berjumlahkan 25 
orang tersebut masing-masing memiliki pendapat dan penilaian sendiri 
terhadap calon pengisi jabatan nantinya. 
Dari hasil akhir penilaian anggota DPRD juga menunjukkan bahwa 
setiap anggota memiliki pendapat dan pilihan sendiri terhadap pengisian 
jabatan karena dari 16 calon pengisi jabatan, masing-masing 
mendapatkan nilai dari anggota DPRD. Adanya perbedaan nilai pilihan, 
pendapat, dan penilaian dikuatkan oleh pernyataan anggota DPRD yang 
sekaligus juga adalah anggota Fraksi Mandiri 
“Jelas, dari 16 orang calon pastilah ada yang saya anggap memiliki 
kapasitas dan kelebihan untuk jadi pemimpin, dan saya berhak 
memberikan nilai tinggi kepada pilihan saya itu, sebab saya 
menganggap dia memang mampu”36 
 
Pernyataan informan di atas yang mengatakan bahwa dari 16 orang 
pastilah ada  yang saya anggap memiliki kapasitas dan kelebihan untuk 
jadi pemimpin, dan saya berhak memberikan nilai tinggi kepada pilihan 
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saya itu, sebab saya menganggap dia memang mampu, menunjukkan 
bahwa setiap anggota DPRD memiliki calon yang dijagokan yang menurut 
mereka pantas dan dapat memenuhi kepentingan mereka. Selain itu, 
pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan informan lain yang 
sekaligus anggota DPRD dari Fraksi Demokrat bahwa : 
“memang seluruh calon yang ikut fit and proper tes di kantor DPRD, 
tidak semuanya yang memiliki kapasitas, ada juga yang kurang, 
bahkan ada yang sangat kurang dan saya pikir belum bisa 
memimpin perusahaan daerah pelabuhan ini” 37 
 
Kedua pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa dalam 
konteks perusahaan daerah pada pelabuhan garongkong, kepentingan 
yang paling menonjol adalah kepentingan ekonomi.  Banyaknya 
kepentingan inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dari 
masing-masing fraksi atau konflik kepentingan antar anggota dewan 
dalam upaya mereka untuk meloloskan orang-orang tertentu. Sebab, 
suatu keadaan dapat dikatakan sebagai konflik kepentingan jika di 
dalamnya terdapat perbedaan atau pertentangan pendapat antara orang-
orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi yang disebabkan oleh 
adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan, serta 
menimbulkan perbedaan pendapat, dan konflik kepentingan juga terjadi 
oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap individu atau kelompok-
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kelompok dalam masyarakat guna memperoleh otoritas atau kekuasaan 
yang saling bersinggungan. Pernyataan di atas juga didukung oleh 
pernyataan informan yang lain yang mengatakan bahwa : 
“Saya akui dari 16 calon tidak semua yang memiliki kriteria dan 
kapasitas yang baik, itulah gunanya pemberian fit and proper tes, 
sehingga kami dapat melihat mana yang memang memiliki 
kemampuan untuk memimpin pelabuhan tersebut dan mana yang 
kurang pantas,iya dong saya pribadi memiliki beberapa andalan dan 
saya pikir teman-teman yang lain juga begitu, karena pemberian nilai 
kan secara individu, salah satu dari tiga teratas itu diantaranya 
memang pilihan saya, begitupun beberapa teman-teman yang lain 
pastinya”38  
 
Fenomena konflik yang ada pada pelabuhan garongkong, sesuai 
dengan teori konflik kepentingan yang dijelaskan oleh Wallase dan Alison 
bahwa teori konflik kepentingan memiliki tiga asumsi utama yang saling 
berhubungan :  
Pertama, Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan 
mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu. 
Ini terlihat dari lapangan dimana seperti yang telah penulis jelaskan bahwa 
seluruh anggota DPRD yang beranggotakan 25 orang masing-masing 
memiliki pilihan sendiri dan masing-masing menjagokan salah satu atau 
dua dari 16 calon yang ada. 
Kedua, Power bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak 
merata sebagai sumber konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang 
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bersifat memaksa (coercive). Sebagian menguasai sumber, sedangkan 
yang lainnya tidak memperoleh sama sekali. Jabatan direksi pada 
pelabuhan garongkong merupakan jabatan strategis yang diinginkan oleh 
banyak orang, karena jabatan ini bukan hanya menghasilkan banyak 
pundi-pundi uang tetapi juga memiliki kekuatan dalam sistem politik dan 
ekonomi di kabupaten barru. Oleh karena itu setiap anggota DPRD 
ataupun fraksi sangat berharap orang-orang yang mereka dukung yang 
akan menduduki jabatan tersebut untuk melancarkan kepentingan 
mereka. 
 Ketiga, ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai senjata yang 
dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan 
dan kepentingan mereka masing-masing. Oleh sebab itu pada umumnya 
penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut: (1) perbedaan 
kebutuhan, nilai, dan tujuan, (2) langkanya sumber daya seperti kekuatan, 
pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas dan posisi, dan (3) persaingan. 
Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah 
sumber daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu 
penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, konflik kepentingan akan 
muncul.39  
Konflik kepentingan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk konflik 
permukaan atau konflik yang tidak berwujud pada kekerasan, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Maswadi Rauf “meskipun terkadang 
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banyak yang beranggapan bahwa konflik hanya mencakup konflik fisik 
sehingga konflik lisan dalam bentuk debat, polemik, perbedaan pendapat, 
dan lain sebagainya tidak dapat disebut sebagai konflik, padahal konflik 
lisan jelas sudah dapat dikategorikan sebagai konflik karena sudah terlihat 
adanya pertentangan di dalamnya meskipun tindakan kekerasan yang 
melibatkan benda-benda fisik belum terjadi”.40  Konflik seperti ini ketika 
tidak dapat diatur dan diselesaikan secara baik maka bisa berpotensi 
kearah konflik manifest atau konflik terbuka yang berujung pada 
kekerasan. 
5.1.1  Kompromi Politik dalam Pengisian Jabatan di  Perusahaan 
Daerah Pelabuhan Garongkong 
Konflik permukaan yang terjadi antar fraksi di DPRD dalam proses 
pengisian jabatan pada perusahaan daerah tersebut berujung pada konflik 
kepentingan, dimana masing-masing fraksi memiliki kepentingan yang 
berbeda-beda kepada 16 calon pengisi jabatan tersebut sehingga 
terjadilah konflik permukaan. Namun dalam setiap persaingan pasti ada 
yang lemah dan ada yang kuat, seperti di kalangan fraksi DPRD 
Kabupaten Barru. Konflik mempunyai sumber struktur, yakni hubungan 
kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata 
lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang 
hubungan kekuasaan yang ada, namun dalam interaksi antar masyarakat 
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juga terjadi kesepakatan atau kerjasama yang sering disebut dengan 
konsensus. Dahrendorf juga mengatakan bahwa masyarakat bersisi 
ganda, yakni memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama sehingga dalam 
memperebutkan kekuasaan politik, elit dan kelompok elit akan 
menghadapi dua kondisi, yakni konflik dan konsensus41. Di satu sisi, elit 
politik akan menghadapi perbedaan, persaingan dan pertentangan dengan 
elit lainnya, di sisi lain juga memungkinkan terjadinya kerjasama atau 
konsensus di antara elit politik. Terjadi tawar menawar antar elit politik 
yang saling menguntungkan, sehingga kebutuhan dan kepentingan setiap 
elit politik terakomodasi, dan salah satu bentuk konsensus adalah 
kompromi. 
Kompromi pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian konflik 
yang demokratis. Namun tidak berarti bahwa proses kompromi dapat 
berlangsung seenaknya atau semata-mata mengikuti ritme kepentingan 
kolegial partai atau bahkan kepentingan individual para pemimpinnya. 
Sebagai bentuk penyelesaian konflik yang demokratis, proses kompromi 
tidak bisa tidak harus berlangsung secara demokratis pula. Artinya, dia 
harus dapat melibatkan seluas-luasnya masyarakat dalam wacana dan 
praktek kompromi yang tengah berlangsung. Dengan kata lain, proses 
kompromi politik harus dapat dipengaruhi dan dipertanggungjawabkan 
secara luas. 
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Menurut teori D Laswell, Kompromi yang dilakukan oleh elite-elite 
politik pasca reformasi tampak mengandung 3 persoalan dasar yang 
penting untuk dicermati : 
Pertama, kompromi politik cenderung bersifat taktis-pragmatis, 
dalam artian bahwa proses pembentukan kesepakatan politik lebih 
berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Kedua, kompromi politik 
tidak memiliki aspek pertanggungjawaban rakyat selaku pemberi mandat 
mereka yang berkuasa. Rakyat “tidak hadir” di dalam proses kompromi 
yang dilangsungkan. Posisi rakyat dalam proses kompromi politik tidak 
lebih dari sekedar sebagai alat tawar-menawar kepentingan pribadi atau 
kelompok. Ketiga, kompromi politik cenderung dilakukan “di bawah meja” 
dan tidak transparan. Lobi-lobi politik dilakukan secara sembunyi-
sembunyi, sehingga publik tidak mengetahui apa yang dilobikan, 
bagaimana proses lobi dan apa kesepakatannya. Namun peneliti melihat 
kompromi yang terjadi dalam kasus tersebut hanya ada dua yaitu 
kompromi yang dilakukan dengan cara taktis-pragmatis dan dengan cara 
lobi politik, dalam penjelesan ini akan diuraikan lebih lanjut42. 
Dalam kasus pengisian jabatan di perusahaan daerah pelabuhan 
garongkong yang akan penulis jelaskan adalah kompromi politik antara 
fraksi yaitu fraksi karya, fraksi mandiri, dan fraksi demokrat dalam memilih 
dan menentukan calon direksi pelabuhan garongkong. Sebelum proses fit 
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and proper tes diadakan, ada banyak kepentingan-kepentingan yang 
diharapkan dari fraksi kepada 16 calon yang tiga diantaranya akan 
menduduki urutan teratas, namun diantara tiga fraksi yang terdapat di 
DPRD Kabupaten Barru, fraksi demokrat merasa kedudukan dan 
posisinya sangat lemah dan pesimis calon yang mereka andalkan akan 
menduduki salah satu dari tiga nama teratas itu nantinya, sebab dilihat 
dari jumlah anggota fraksi, fraksi demokratlah yang paling minim 
anggotanya, yaitu hanya beranggotakan 3 orang saja, sedangkan fraksi 
mandiri beranggotakan 9 orang dan fraksi karya beranggotakan 13 orang. 
jika dilihat dari jumlah anggota, maka fraksi karyalah yang paling kuat 
posisinya apalagi salah satu anggota fraksi karya adalah ketua DPRD 
Kabupaten Barru, itulah sebabnya fraksi demokrat mengadakan kompromi 
politik kepada fraksi karya agar kepentingannya dapat terwujud dengan 
bantuan fraksi karya, sebab fraksi demokrat sangat menyadari bahwa 
fraksi karya sangat memiliki kekuatan yang riil yang dapat membantu 
untuk mewujudkan kepentingannya tersebut. hal ini terlihat dari 
pernyataan salah satu informan yang menyatakan bahwa : 
“jadi sebenarnya tidak ada konflik permukaan ataupun terbuka, yang 
ada adalah upaya masing-masing anggota dewan untuk terwakili 
kepentingannya sesuai kekuatan riil dari fraksi atau anggota partai di 
DPRD, sebab itu ada loby-loby politik pada saat penjaringan calon 
direksi”43 
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Dari hasil wawancara di atas kompromi politik terlihat dari 
pernyataan informan yang menyatakan bahwa masing-masing anggota 
dewan mempunyai upaya untuk terwakili kepentingannya sesuai kekuatan 
riil dari fraksi. Sebagaimana pengertian kompromi yaitu pengurangan 
tuntutan untuk mendapatkan hasil yang baik. Disini dilihat bahwa setiap 
anggota dewan dalam menentukan pilihannya melihat kekuatan riil dari 
fraksi yang ada, yang dapat mewakili kepentingannya meskipun tidak 
semua kepentingannya dapat terpenuhi. 
Kompromi politik dalam pengisian jabatan di pelabuhan garongkong 
juga terlihat dari adanya koalisi antar fraksi demokrat dan fraksi karya 
untuk meloloskan salah satu calon. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 
informan yang mengatakan bahwa : 
“saya kan dari fraksi demokrat yang beranggotakan hanya tiga orang 
dan paling sedikit dari fraksi lain, jadi jika fraksi lain yang lebih 
mendominasi suaranya mengeluarkan keputusan akhir, kami ikut 
saja”44 
Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa fraksi demokrat yang 
berjumlahkan hanya sedikit melakukan kompromi politik dengan fraksi 
yang mendominasi di DPRD. Kompromi politik ini bersifat taktis-pragmatis 
karena kompromi politik yang dilakukan oleh fraksi demokrat hanya 
berlangsung pada konteks pengisian jabatan pelabuhan garongkong dan 
untuk melanggengkan tujuan mereka. Setelah proses pengisian jabatan 
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ini, maka berakhir pula koalisi yang dilakukan oleh fraksi demokrat dengan 
fraksi yang mendominasi anggotanya di DPRD. 
Dalam proses fit and proper tes para yang dilakukan oleh anggota 
DPRD kepada calon pengisi jabatan pelabuhan garongkong bisa penulis 
katakan terjadi lobi politik sebab terdapat rentan waktu antara penyerahan 
nama 16 calon yang lolos seleksi berkas dari kepala bagian perekonomian 
ke DPRD untuk dilakukan fit and proper tes. Dalam rentan waktu inilah 
lobi-lobi politik  terjadi antar calon dengan fraksi di DPRD. Meskipun 
penulis tidak tahu secara pasti isi dari lobi politik tersebut karena lobi 
politik cenderung dilakukan sembunyi-sembunyi, sehingga publik tidak 
mengetahui apa yang dilobikan, bagaimana proses lobi dan apa 
kesepakatannya. Namun penulis berhasil mendapatkan informasi dari 
beberapa pegawai di kantor DPRD yang mengatakan bahwa “setelah 
penyerahan berkas, kan tidak langsung dilakukan fit and proper tes, nah 
waktu itu anggota DPRD yang terhimpun dari beberapa fraksi jarang 
muncul di kantor, aktifitas mereka lebih banyak di kantor fraksi masing-
masing”. Fakta inilah yang mengisyaratkan adanya lobi politik dalam 
proses pengisian jabatan pada pelabuhan garongkong. 
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BAB VI 
PENUTUP 
Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa  kesimpulan yang 
dapat di ambil setelah melakukan penelitian dan menguraikannya dalam 
bab pembahasan.  Selain kesimpulan, peneliti juga menawarkan beberapa 
saran dalam menghadapi fenomena yang sama dengan judul penelitian 
yaitu “Konflik Kepentingan Antar Fraksi di DPRD dalam Seleksi Pengisian 
Jabatan pada Perusahaan Daerah Pelabuhan Garongkong Kab. Barru” 
6.1 Kesimpulan 
Dalam proses pengisian jabatan pada perusahaan daerah 
Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru, DPRD diberikan wewenang 
untuk mengadakan fit and proper tes guna mencari dan memilih orang-
orang terbaik dari 16 calon yang sebelumnya telah lulus berkas di kepala 
bagian perekonomian Kabupaten Barru. Dalam proses fit and proper tes 
inilah anggota DPRD memberikan tugas kepada 16 calon pengisi jabatan 
untuk membuat proposal mengenai visi misi mereka dalam memajukan 
perusahaan daerah pelabuhan garongkong Kabupaten Barru. Proposal 
yang mereka buat itulah yang nantinya akan mereka presentasikan di 
hadapan seluruh anggota legislatif yang berjumlahkan 25 orang dan terdiri 
dari beberapa partai dan fraksi. Setelah para calon selesai melakukan 
presentasi, seluruh anggota legislatif kemudian memberikan nilai secara 
individu dan seluruh nilai dari anggota legislatif itu dijumlahkan dan diurut 
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dari nama calon yang tertinggi jumlah nilainya sampai yang paling 
rendah,jika nama tersebut sudah diurut dari yang tertinggi sampai yang 
terendah, nama itu kemudian dikembalikan ke pihak eksekutif yaitu kepala 
daerah untuk menentukan siapa yang menjadi direktur utama, meskipun 
seharusnya yang terpilih adalah nama yang sesuai dengan hasil 
pemberian nilai tertinggi pertama sampai tertinggi ketiga karena yang 
dibutuhkan untuk mengisi jabatan direktur ada 3 orang, tapi keputusan 
akhir tetap ada di tangan kepala daerah. Sesuai dengan fakta yang terjadi 
dalam proses pengisian jabatan pada perusahaan tersebut, maka penulis 
mengambil kesimpulan bahwa : 
1. Dalam proses seleksi pengisian jabatan pada perusahaan daerah 
Pelabuhan garongkong di Kabupaten Barru terjadi konflik 
kepentingan yang dilakukan oleh fraksi dalam DPRD, dan konflik 
yang terjadi adalah bentuk konflik permukaan atau konflik non fisik. 
2. Proses konflik permukaan ini berupa adanya perbedaan-perbedaan 
pendapat yang dilakukan oleh pihak legislatif dalam pemberian nilai 
untuk para calon pengisi jabatan. 
3. Konflik ini terjadi antar fraksi dalam sebuah lembaga legislatif  tanpa 
membawa nama lembaga tersebut. 
4. Konflik, kepentingan, dan perbedaan-perbedaan ini sangat jelas 
terjadi dalam kaitannya dengan pengisian jabatan di perusahaan 
daerah pelabuhan garongkong kabupaten Barru. Namun konflik 
mengarah pada kompromi politik yang terjadi antar fraksi. 
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6.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat 
memberikan saran : 
1. Setiap calon direksi yang akan bertarung harus sportif dan tidak 
mengandalkan orang-orang dalam seperti fraksi di DPRD. 
2. Seharusnya Fraksi di DPRD memilih para calon direksi sesuai 
dengan kemampuannya, bukan karena adanya hubungan 
emosional atau hubungan kerja agar perusahaan daerah bisa 
berjalan dengan baik. Sebab perekonomian daerah akan meningkat 
jika dibawahi oleh orang-orang yang memang profesional 
dibidangnya. 
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